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ABSTRAK
Karina, Nomor Pokok E121 13 020, Program Studi Ilmu
Pemerintahan, Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin,
menyusun skripsi dengan judul : “Analisis Partisipasi masyarakat
dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pao Kecamatan
Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.” Di bawah bimbingan Dr.
Jayadi Nas, M.Si dan A.Lukman Irwan S.Ip, M.Si
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana
partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan di
Desa Pao, dengan melihat faktor pendukung dan faktor
penghambat partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan
pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode
penelitian kualitatif dengan menguraikan data secara deskriptif.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi,
dokumentasi, wawancara, serta dokumen dan arsip dengan
menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi
masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan cukup baik,
yakni terdapat  dua hal yang mempengaruhi. Pertama, adanya
kesadaran masyarakat untuk turut berpartisipasi dengan
membebaskan lahannya. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam
pembangunan dapat dilihat dengan bentuk swadaya masyarakat
baik dalam hal tenaga ataupun dalam bentuk materi. Kedua,
pembangunan infrastruktur jalan di Desa Pao dipengaruhi oleh
faktor pendukung diantaranya yaitu sumbangan dan dukungan
masyarakat serta faktor kesadaran atau kemauan. Sedangkan
faktor penghambatnya yaitu adanya dana Desa dan rendahnya
tingkat pendidikan masyarakat.
Kata Kunci: Partisipasi, pembangunan infrastruktur
xvii
ABSTRACK
Karin, Number of the E12113020, Government Science program,
Department of political science and Government, Faculty of social and
political science, Hasanuddin University, drafted thesis entitled “ Analysis
of community participation in infrastructure development in Pao Village,
sub-district Wes Malangke, District North Luwu”. Under the guidance of Dr.
Jayadi Nas, M.Si and A.Lukman Irwan S.Ip, M.Si.
This research is done to fine out how community participation in
road infrastructure development in Pao Vilagge by looking at the
supporting factors and inhibiting factors the participation of community to
the implementation of development. The type of research is descriptive
analysis. This type Provides a systematic social picture, factual, and
accurate About the data is done using observation techniques, interviews
and literature studies.
The results of this study indicate that community participation in
road infrastructure development is quite good, one of the evidence is the
existence of public awareness to participate by  liberating his land, in
addition, community participation in development can be seen with the
form of self-supporting community both in terms of energy or in from of
money donations.
Keywords :  Participation,  road infrastructure
1BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan
menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
di daerah, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada
daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.Dalam rangka
pelaksanaan otonomi daerah akan sangat bergantung pada
kesiapan Pemerintah Daerah dalam menata sistem
pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efesien,
transparansi, dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari
masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya.
Pada Hakekatnya tujuan pembangunan suatu Negara
dilaksanakan untuk mensejahterakan masyarakat, demikian halnya
dengan Negara Indonesia. Dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan Pembangunan Nasional
Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh
tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan
ketertiban dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan
pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia
seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya.
2Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat
merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta
tanggung-jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan
yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka. Melalui
partisipasi yang diberikan masyarakat, disadari bahwa kegiatan
pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan
pemerintah, namun juga menuntut keterlibatan masyarakat yang
ingin memperbaiki mutu hidupnya.
Dalam Undang-Undang No 23 tahun 2014 dalam pasal Pasal
1 ayat 41 menyatakan bahwa: Partisipasi masyarakat adalah peran
serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan
kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Peran serta atau partisipasi Masyarakat merupakan salah satu
prinsip otonomi daerah, dan Daerah Kabupaten/Kota harus mampu
meningkatkan partisipasi masyarakat.
Penyertaan masyarakat sebagai subjek pembangunan adalah
suatu upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional.Masyarakat
diberi peluang untuk berperan aktif mulai dari perencanaan,
pelaksanaan hingga evaluasi setiap tahap pembangunan yang
diprogramkan. Terlebih apabila kita akan melakukan pendekatan
pembangunan dengan semangat lokalitas.  Masyarakat lokal dengan
pengetahuan serta pengalamannya menjadi modal yang sangat
besar dalam melaksanakan pembangunan, karena masyarakat lokal
3yang mengetahui apa permasalahan yang dihadapi serta potensi
yang dimiliki oleh daerahnya.
Dalam kaitannya dengan proses pembangunan, Desa
merupakan suatu wilayah yang masih sangat perlu untuk di jadikan
sebagai titik dari sebuah pembangunan.  Membangun Desa berarti
membangun sebagian besar penduduk Indonesia.Hal ini mudah di
mengerti karena lebih dari 80% penduduk Indonesia tersebar di
desa-desa di seluruh kepulauan Nusantara.Dengan demikian
pembangunan desa harus dijadikan titik sentral pembangunan
Nasional.Desa merupakan suatu wilayah yang di tempati oleh
sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai organisasi terendah langsung di bawah kecamatan dan
berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.1
Lahirnya undang-undang tentang desa telah melahirkan
semangat baru dalam upaya membangun Indonesia kearah lebih
baik. Pengertian Desa menurut pasal 1 ayat 1 undang-undang no. 6
tahun 2014 tentang desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
1Ibid Sadu Wasistio.Pembangunan pedesaan dan perkotaan. GRAHA ILMU, Yogyakarta. Hlm.212
4tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
negara kesatuan republik indonesial.2
Desa berhak melaksanakan pembangunan, salah satunya
yaitu pembangunan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang
dibutuhkan oleh masyarakat karena desa mempunyai sarana dan
prasarana atau infrastruktur yang layak dan memadai akan cepat
berkembang, di banding dengan desa yang belum memiliki
infrastruktur yang kurang menunjang pelaksanaan kegiatan
masyarakat desa. Kegiatan pembangunan dari segala ukuran
keberhasilan tidak terlepas dari kerjasama antara pemerintah desa
dan masyarakat.3
Pembangunan infrastruktur yang berkualitas akan
menciptakan kemakmuran masyarakat. Hal yang harus dipikirkan
pemerintah adalah  harus mampu membangun sebuah infrastruktur
yang saling terintegrasi antara satu dengan yang lainnya.
Pemerintah harus terus berupaya mengoptimalkan pembangunan
infrastruktur, karena salah satu penilaian tingkat kemakmuran suatu
daerah dapat dilihat dari kemajuan pembangunan infrastruktur
daerah tersebut.
2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
3Abi Praja Soedjono, Perencanaan Pembangunan Di Indonesia ( Surabaya: Airlangga Press, 2002),
Hlm.37
5Dalam rangka untuk mencapai tujuan pembangunan
infrastruktur desa secara lebih efektif, maka pemerintah desa dan
masyarakatnya perlu menciptakan suatu strategi pencapaian tujuan
tersebut. Dalam merancang strategi yang dimaksud, pemerintah
desa perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. Keterpaduan pembangunan desa, dimana kegiatan yang
dilaksanakan memiliki sinergi dengan kegiatan
pembangunan yang lain.
2. Partisipatif, dimana masyarakat terlibat secara aktif dalam
kegiatan dari proses perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan dan pemanfaatan.
3. Keberpihakan, dimana orientasi kegiatan baik dalam proses
maupun pemanfaatan hasil kepada seluruh masyarakat
desa.
4. Otonomi dan desentralisasi, dimana masyarakat
memperoleh kepercayaan dan kesempatan luas dalam
kegiatan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan maupun pemanfaatan hasilnya.
Dalam usaha pembangunan infrastruktur perdesaan,
pemerintah menghadapi kendala tidak saja dalam masalah
pembiayaan tapi juga penolakan dari masyarakat akibat
ketidaksesuaian antara infrastruktur yang dibangun dan yang
menjadi kebutuhan mereka, maka pelibatan masyarakat
6merupakan sebuah cara yang efektif. Dengan partisipasi
masyarakat tidak hanya akan menjawab kedua permasalahan
tersebut, tapi masih banyak lagi keuntungan yang diperoleh kedua
belah pihak. Kendatipun demikian, mengikutsertakan masyarakat
untuk terlibat secara aktif dalam program-progam pembangunan
tidak semudah apa yang dibayangkan.
Dalam kaitannya dengan proses pembangunan di Desa Pao,
Pemerintah setempat sudah melakukan peran  dengan semaksimal
mungkin untuk mengimplementasikan kebijakan sehubungan
dengan pelaksanaan pembangunan. Akan tetapi terdapat kendala
di dalamnya yaitu kurangnya lahan untuk di jadikan tempat
pembangunan yang berakibat Pemerintah setempat sulit untuk
melakukan pembangunan.
Menurut Bapak Hajar selaku Kepala Desa Pao :
“sudah terjadi beberapa kali kegagalan dalam pembangunan. Hal
tersebut di akibatkan karena masyarakat menginginkan agar tanah
yang akan di gunakan untuk pembangunan di desa sekiranya dapat
di berikan berupa uang ganti rugi”.
Permasalahannya  adalah tidak ada alokasi dana khusus yang di
berikan berupa penggantian untuk lahan masyarakat. Lokasi
tersebut berada di Dusun Amassangan II, melihat kondisi di Desa
Pao yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani.Untuk
itu pembuatan jalan baru adalah salah satu upaya pemerintah
setempat dalam memudahkan masyarakat yang ingin melakukan
aktivitas pekerjaannya.
7Berdasarkan penjelasan di atas, merupakan suatu hal yang
menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih jauh lagi tentang
partisipasi masyarakat  dalam pembangunan infrastuktur dan
mengangkat judul penelitan:
Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
Infrastuktur Di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat
Kabupaten Luwu Utara.
1.2  Rumusan Masalah
Seiring dengan dinamika dan permasalahan yang sering
muncul dan berkembang dalam masyarakat dengan begitu cepat
menuntut Pemerintah sebagai pelayan masyarakat untuk lebih
mempersiapkan pelayanan,  meningkatkan kemampuan dan
keterampilan sumber daya manusia, memperbaiki kinerja, serta
meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.
Dalam hal perbaikan mutu pelayanan kepada masyarakat,
salah satu upaya yang di lakukan adalah perbaikan pada
infrastruktur.Pembangunan insfrastruktur di Desa Pao terfokus
pada pembuatan jalan baru.Pembuatan jalan baru adalah salah
satu upaya pemerintah setempat dalam memudahkan masyarakat
yang ingin melakukan aktivitas pekerjaannya.Akan tetapi kurangnya
partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan itu sendiri.
8Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan,
maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu
sebagai berikut:
1) Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan
infrastruktur jalan di Desa Pao, Kecamatan Malangke Barat,
Kabupaten Luwu Utara?
2) Faktor- faktor apa yang mempengaruhi partisipasi masyarakat
terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Desa
Pao, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara ?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang ada, tujuan dari penelitian
ini yaitu untuk:
1. Untuk mengetahui dan menggambarkan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan  di
Desa Pao, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu
Utara.
2. Untuk mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi
partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur
jalan di Desa Pao, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten
Luwu Utara.
91.4  Manfaat Penelitian
1. Manfaat akademik, diharapkan hasil penelitian ini dapat
bermanfaat dalam pengembangan ilmu pemerintahan
khususnya yang berfokus pada kajian partisipasi masyarakat
dalam pembangunan infrastruktur jalan.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian diharapkan dapat berguna
bagi seluruh stakeholdersdalam pembangunan infrastruktur
jalan.
3. Manfaat metodologis, Diharapkan dari hasil penelitian ini
dapat berguna untuk menambah wawasan dan menjadi
referensi bagi mahasiswa yang akanmelakukan kajian
terhadap penelitian selanjutnya yang relevan.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Sebagai titik tolak landasan berfikir dalam menyoroti dan
memecahkan permasalahan perlu adanya pedoman teoritis yang
dapat membantu.Untuk itu perlu disusun konsep dan teori yang
digunakan dalam penelitian.
Berdasarkan rumusan diatas, maka peneliti akan
mengemukakan teori, pendapat, gagasan, konsep yang akan
dijadikan titik tolak landasan berfikir dalam penelitian ini.Konsep
teori yang digunakan adalah teori pemerintahan, teori
pembangunanan, teori partisipasi masyarakat, dan teori
infrastruktur.
2.1 Tinjauan tentang Pemerintahan
Secara etimologis Pemerintah berasal dari kata
perintah.Dalam arti sempit pemerintahan adalah segala kegiatan,
fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga
eksekutif untuk mencapai tujuan negara.Pemerintahan dalam arti
luas adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber
pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar
negara, rakyat atau penduduk dan wilayah negara itu demi
tercapainya tujuan negara.Di samping itu dari segi struktural
fungsional pemerintahan dapat didefinisikan pula sebagai suatu
sistem struktur dan organisasi dari berbagai macam fungsi yang
11
dilaksanakan atas dasar-dasar tertentu untuk mewujudkan tujuan
negara.
Menurut Kamus umum besar Indonesia Pengertian
pemerintah yaitu sebagai berikut:
a) Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh
melakukan sesuatu.
b) Pemerintah adalah kekuasaan perintah suatu Negara
(Daerah, Negara) atau badan yang tertinggi yang
memerintah suatu Negara (seperti kabinet merupakan suatu
pemerintah).
Pemerintahan adalah manajemen tata kelola pemerintahan
yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga yang sederajat yang
terkait guna mencapai tujuan negara itu sendiri.( cara, hal, urusan
dan sebagainya) memerintah.4
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa :
1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan
negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil
Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam
4 Poerwadarminta. Kamus umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, 2003. Hal 60
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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.
Adapun Asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa :
a. Kepastian Hukum
b. Tertib peyelenggaraan Pemerintahan
c. Tertib kepentingan umum
d. Keterbukaan
e. Proporsional
f. Profesionalitas
g. Akuntabilitas
h. Efektifitas dan efisiensi
i. Kearifan local
j. Keberagaman dan
k. Partisipatif
Secara substantif, partisipasi masyarakat mencakup tiga hal.
Pertama, voice (suara): setiap warga mempunyai hak dan ruang untuk
menyampaikan suaranya dalam proses pembangunan. Pemerintah,
sebaliknya mengakomodasi setiap suara yang berkembang dalam
masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai basis perencanaan
pembangunan.Kedua, akses, yakni setiap warga mempunyai kesempatan
untuk mengakses atau mempengaruhi perencanaan pembangunan desa
dan akses terhadap sumberdaya lokal.Ketiga, kontrol, yakni setiap warga
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atau elemen-elemen masyarakat mempunyai kesempatan dan hak untuk
melakukan pengawasan (kontrol) terhadap lingkungan kehidupan dan
pelaksanaan pembangunan.
Sejak diberlakukannya Undang-Undang tentang pemerintah
daerah, masyarakat menaruh harapan yang besar terhadap implementasi
otonomi daerah. Tidak terkecuali masyarakat ditingkat desa yang
memberikan dinamika dan suasana baru dalam proses penyelenggaraan
pemerintahan. Sebab, masyarakat desa sangat sadar keberadaan
institusi-institusi demokrasi desa selama ini berada dalam kondisi yang
tidak kondusif dalam mendorong menegakkan demokrasi pada level akar
rumput (masyarakat pedesaan). Partisipasi masyarakat memiliki banyak
bentuk, mulai dari keikutsertaan langsung masyarakat dalam program
pemerintahan maupun yang sifatnya tidak langsung, sepertisumbangan
dana, tenaga, pikiran, maupun pendapat dalam pembuatan kebijakan
pemerintah. Namun demikian, ragam dan kadar partisipasi sering kali
ditentukan secara masif yakni dari banyaknya individu yang dilibatkan.
Keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat Community
Devlopment sangat bergantung kepada peranan pemerintah dan
masyarakatnya.Keduanya harus mampu menciptakan sinergi. Tanpa
melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan dapat mencapai hasil
pembangunan secara optimal. Pembangunan hanya akan melahirkan
produk-produk baru yang kurang berarti bagi masyarakatnya, tidak sesuai
dengan kebutuhan masyarakatnya. Demikian pula sebaliknya, tanpa
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peran yang optimal dari pemerintah, pembangunan akan berjalan secara
tidak teratur dan tidak terarah, yang akhirnya akan menimbulkan
permasalahan baru. Selain memerlukan keterlibatan masyarakat,
pembangunan juga membutuhkan strategi yang tepat agar dapat lebih
efisien segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil. Pemilihan strategi
pembangunan ini penting karena akan menentukan di mana peran
pemerintah dan di mana peran masyarakat, sehingga kedua pihak mampu
berperan secara optimal dan sinergi.
Secara umum, ada tiga kendala yang dihadapi pemerintah untuk
melibatkan masyarakat dalam kebijakan pembangunan yaitu;
1) Instrumen hukum tidak mengatur secara eksplisit bagaimana,
dimana dan siapa yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan
publik.
2) Banyak LSM-LSM dan organisasi kemasyarakatan yang bergerak
di berbagai bidang memiliki keterbatasan dalam membawa aspirasi
rakyat.
3) Banyaknya organisasi kemasyarakatan dan LSM di era reformasi
menyulitkan untuk menentukan organisasi kemasyarakatan mana
yang dapat dianggap mewakili aspirasi masyarakat.
Adapun jalan keluar yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala
partisipasi agar pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan
publik dapat berjalan baik adalah:
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a. Diperlukan instrument hukum yang secara subtantif
mengatur pelibatan masyarakat, sehingga mekanisme
pelibatan masyarakat menjadi jelas;
b. Perlu keterbukaan dan akuntabilitas dari pihak pemerintah
yang peka terhadap kepentingan publik; dan
c. Masyarakat perlu bersatu dalam suatu wadah yang
terorgasisir dan independent yang dapat digunakan sebagai
saluran partisipasi.
Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu
sistem ketertiban di dalam masyasrakat, sehingga masyarakat tersebut
bisa menjalankan kehidupan secara wajar.Seiring dengan perkembangan
masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan,
peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat.
Pemerintah modern, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan
kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri
sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang
memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan
kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama.Dengan demikian
lahirnya pemerintahan memberikan pemahaman bahwa kehadiran suatu
pemerintahan merupakan manifestasi dari kehendak masyarakat yang
bertujuan untuk baik bagi kepentingan masyarakat itu sendiri.
Terkait dengan tugas pokok Pemerintahan maka ada tugas yang
dapat diserahkan atau dilimpahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah
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Daerah, namun ada pula beberapa tugas Pemerintah yang tidak dapat
dikerjakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.Selebihnya merupakan tugas Pemerintah yang dapat
diserahkan wewenangnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan
kondisi Daerahnya.
Adapun tugas pokok Pemerintahan menurut Rasyid yaitu
mencakup pertama, Pertama, menjamin keamanan negara dari segala
kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi
pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang
sah melalui cara-cara kekerasan.Kedua, memelihara ketertiban dengan
mencegah terjadinya gontok-gontokan diantara warga masyarakat,
menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat
berlangsung secara damai. Ketiga, menjamin diterapkannya perlakuan
yang adil kepada setiap warga  masyarakat tanpa membedakan status
apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka. Keempat,
melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-
bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non Pemerintahan,
atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh Pemerintah. Kelima,
melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial:
membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan anak
terlantar: menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor
kegiatan yang produktif, dan semacamnya. Keenam, menerapkan
kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti
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mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru,
memajukan perdagangan domestic dan antar bangsa, serta kebijakan lain
yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara
dan masyarakat. Ketujuh, menerapkan kebijakan untuk memelihara
sumber daya alam dan lingkungan hidup hidup, seperti air, tanah dan
hutan.
Selain itu, Rasyid menyatakan bahwa tugas-tugas pokok tersebut
dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu: pelayanan (service),
pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development).
Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat,
pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan
pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. 5
Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi
pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab
yang sangat besar. Untuk mengemban tugas yang berat itu, selain
diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang
kuat yang didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai
dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat dan
pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh Pemerintah, mengingat
dimasa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam
masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk
5 Rasyid, Ryaas. 2000. Makna Pemerintahan, tinjauan dari segi etika dan Kepemimpinan. Jakarta :
PT. Agromedia pustaka. Hal 59
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mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan
pemberian pelayanan kepada masyarakat.
2.2 Tinjauan tentang Pembangunan
Pembangunan yaitu proses perubahan yang dapat dipahami
dan dijelaskan dengan cara yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat
dilihat dalam hal sumber atau faktor yang mendorong perubahan tadi,
misalnya yang ditempatkan dalam posisi lebih dominan, sumber
perubahan internal atau eksternal. Disamping itu, sebagai proses
perubahan juga dapat dilihat dari intensitas atau fundamental tidaknya
perubahan yang diharapkan, melalui transformasi struktural atau tidak.
Sebagai proses mobilisasi sumberdaya juga dapat dilihat pandangan
dan penjelasan yang berbeda, misalnya pihak yang
diberi kewenangan dalam pengelolaannya diantara tiga stakeholders
pembangunan, yaitu negara, masyarakat, dan swasta.  Perbedaan
pandangan juga menyangkut level pengelolaan sumber daya tersebut,
tingkat lokal, regional, atau nasional. 6
Pembangunan desa menempatkan dirinya ke dalam 3 (tiga)
sifat, yaitu :
a. Sebagai metode pembangunan, dalam rangka mewujudkan
cita-cita bangsa melalui pembangunan pedesaan karena
sebagian besar masyarakat adalah tinggal dan berusaha di
desa. Masyarakat adalah subyek pembangunan.
6Soetomo. 2008. Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.hal27
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b. Sebagai program yang menyangkut berbagai segi terakumulasi
dalam bentuk program-program yang pelaksanaannya di desa
dan memerlukan keikutsertaan masyarakat desa.
c. Sebagai gerakan, dimana harus dilaksanakan secara
menyeluruh di pedesaan sebagai gerakan maka diperlukan
kemampuan untuk menggerakkan masyarakat dalam
melaksanakan pembangunan dilandasi oleh kesadaran untuk
meningkatkan dirinya dalam keadaan yang lebih baik.
Pembangunan bertujuan untuk memberikan kehidupan yang lebih
makmur dan sejarhtera bagi masyarakat, dalam upaya pembangunan
partisipasi masyarakat mempunyai peran yang sangat penting karena
pembangunan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu
sendiri dan dengan adanya peran paertisipasi masyarakat dalam prose
pembangunan diharapkan hasil dari pembangunan sesuai dengan apa
yang diharapkan dan dibutuhkan oleh daerah tersebut. Partisipasi
masyarakat sebagai strategi pendukung dalam mengatasi permasalahan
pembangunan desa sangatlah penting peranannya, seperti kerjasama
antara masyarakat dengan pemerintah dalam merencanakan,
melaksanakan, dan membiayai pembangunan.
Mengenai definisi tentang istilah pembangunan itu sendiri, Riyadi
mengungkapkan adanya beragam rumusan yang dikemukakan oleh
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banyak pihak, namun kesemuanya itu mengarah kepada ke suatu
kesepakatan bahwa:7
Pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan, demi
tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat (dan
individu-individu di dalamnya) yang berkehendak dan melaksanakan
pembangunan itu.
Di dalam  pembangunan, terkandung  begitu banyak pokok-pokok
pikiran, yang antara lain adalah sebagai berikut:
a. Pembangunan adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan yang
tidak pernah kenal berhenti, untuk terus menerus mewujudkan
perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat dalam
rangka  mencapai perbaikan mutu-hidup, dalam situasi lingkungan
kehidupan yang juga terus menerus mengalami perubahan-
perubahan. Meskipun demikian, di dalam praktik, perencanaan
pembangunan senantiasa memiliki batas waktu yang tegas, tetapi
batasan-batasan itu pada hakikatnya hanyalah merupakan
tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk menghadapi kondisi
yang terjadi pada selang waktu yang sama, untuk kemudian terus
dilanjutkan dengan tahapan-tahapan berikutnyayang juga
dimaksudkan umtuk terus memperbaiki mutu-hidup masyarakat
7Riyadi & Dedy Supriyady Bratakusumah(2004) Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi
Menggali Potensi dalam mewujudkan otonomi daerah, PT Gramedia Pustaka utama Jakarta. Hal
14
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(dan individu-individu di dalamya) dalam suasana perubahan
lingkungan yang akan terjadi pada selang waktu tertentu.
b. Proses pembangunan yang terjadi, bukanlah sesuatu yang
sifatnya alami atau “given”, melainkan suatu proses yang
dilaksanakan dengan sadar dan terencana. Artinya, pembangunan
tersebut dilaksanakan melalui suatu proses perencanaan terlebih
dahulu, untuk menganalisis masalah-masalah atau kebutuhan-
kebutuhan yang (akan)  harus dipenuhi, tujuan-tujuan yang
ditetapkan atau yang hendak dicapai, alternative pencapaian
tujuan dan pengambilan keputusan tentang cara-cara mencapai
tujuan yang terpilih, dengan senantiasa mempertimbangkan:
kekuatan, kelemahan, peluang, dan resiko, yang harus dihadapi.
c. Pembangunan, dimaksudkan untuk menghasilkan individu-individu
yang senantiasa memiliki kepekaan tentang keadaan-keadaan
yang akan terjadi, masalah-masalah yang sedang dan akan
terjadi, alternative-alternatif yang mungkin dilaksanakan untuk
mengatasi atau memcahkan masalah tersebut, dan dengan
kemampuan sendiri (swakarsa, swadaya, swadana) mengambil
keputusan untuk memilih alternatif-alternatif  “terbaik yang dapat
dilaksanakan” demi perbaikan mutu hidup masyarakat dan
keluarganya.
Sesuai dengan Undang-Undang  Nomor  25 tahun 2014,
dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu
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dan efisien, pada dasarnya perencanaan pembangunan nasional di
Indonesia mempunyai 5 tujuan dan fungsi pokok. Tujuan dan
sasaran pokok tersbut adalah sebagai berikut :
1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar
daerah , dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi
pemerintah, baik pusat maupun daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan
pembangunan.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
efisien, efektif, dan adil.8
Keterlibatan/pelibatan anggota masyarakat dalam proses
pembangunan mutlak adanya, karena tanpa itu maka program
pembangunan yang dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan
tidak akan tercapai sesuai yang diharapkan. Yakni pembangunan
yang berkelanjutan dan dapat mensejahterakan masyarakat.Oleh
karena itu masyarakat sebagai objek dan sekaligus subjek
pembangunan perlu benar-benar diperhitungkan. Diperhitungkan
dalam arti masyarakat setidaknya dipercaya dan diberi tanggung
8Kodoatie, R. 2003. Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hal 54-
55
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jawab serta dibangkitkan semangatnya, agar turut serta dalam
proses pembangunan.
Rendahnya tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat
membuat partisipasinya terhadap pembangunan dalam suatu
komunitas tertentu masih sangat belum memadai. Dalam keadaan
miskin, masyarakat sulit mengambil keputusan mana yang harus
dilakukan antara kepentingan perut atau kepentingan bersama
(gotong royong) yang mungkin boleh jadi akan membawa manfaat
yang lebih besar. Untuk terjadinya proses pembaharuan yang
continueberkesinambungan, maka perlu ada dukungan dan
kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam segala aspek
dan segi pembangunan. Kerjasama yang diharapkan pemerintah
dari masyarakat adalah keikutsertaan atau turut sertanya segenap
anggota masyarakat dalam menyumbangkan kemampuannya
berupa pemikiran, keterampilan, bahan/material dan terlebih lagi
adalah dana.
Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan
kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan
tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan
diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu
partisipasi.Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat
secara aktif dan juga juga keterlibatan dalam proses penentuan
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arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan
pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik dan
juga proses sosial, hubungan antara kelompok kepentingan dalam
masyarakat sehingga demikian mendapat dukungan dalam
pelaksanaannya.
Dalam pelaksanaan pembangunan harus ada sebuah rangsangan
dari pemerintah agar masyarakat dalam keikutsertaannya memiliki
motivasi. Menurut Simatupang memberikan beberapa rincian
tentang partisipasi sebagai berikut :9
a. Partisipasi berarti apa yang kita jalankan adalah bagian dari
usaha bersama yang dijalankan bahu-membahu dengan
saudara kita sebangsa dan setanah air untuk membangun
masa depan bersama.
b. Partisipasi berarti pula sebagai kerja untuk mencapai tujuan
bersama diantara semua warga negara yang mempunyai latar
belakang kepercayaan yang beraneka ragam dalam negara
pancasila kita, atau dasar hak dan kewajiban yang sama untuk
memberikan sumbangan demi terbinanya masa depan yang
baru dari bangsa kita.
c. Partisipasi tidak hanya berarti mengambil bagian dalam
pelaksanaan-pelaksanaan, perencanaan pembangunan.
9Yuwono, Teguh. 2001. Manajemen Otonomi Daerah : Membangun Daerah Berdasar Paradigma
Baru. Semarang: Clyapps Diponegoro University, hal 168
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Partisipasi berarti memberikan sumbangan agar dalam
pengertian kita mengenai pembangunan kita nilai-nilai
kemanusiaan dan cita-cita mengenai keadilan sosial tetap
dijunjung tinggi.
d. Partisipasi dalam pembangunan berarti mendorong ke arah
pembangunan yang serasi dengan martabat manusia.
Keadilan sosial dan keadilan Nasional dan yang memelihara
alam sebagai lingkungan hidup manusia juga untuk generasi
yang akan datang.
2.3Tinjauan tentang Partisipasi Masyarakat
a. Pengertian Partisipasi
Kata partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu
“Participation”, take a part, artinya peran serta atau ambil bagian
atau kegiatan bersama-sama dengan orang lain. Partisipasi
merupakan keterlibatan mental atau pikiran dan emosi perasaan
sumbangan dalam usaha mencapai tujuan serta turut tanggung
jawab terhadap usaha yang bersangkutan.
Partisipasi merupakan masukan dalam proses
pembangunan dan sekaligus menjadi keluaran atau sasaran dari
pelaksanaan pembangunan. Partisipasi dalam konteks
pembangunan desa mencakup keikutsertaan atau keterlibatan
warga dalam proses pengambilan keputusan, dan dalam
penerapan program yaitu adanya pembagian keuntungan atau
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manfaat dari hasil pelaksanaan kegiatan serta keterlibatan warga
dalam mengevaluasi kegiatan tersebut. Partisipasi dalam
pembangunan dipandang sebagai sebuah metodelogi yang
mengantarkan pelaku-pelakunya untuk dapat memahami masalah-
masalah yang dihadapi, sehingga dapat menganalisa dan mencari
selusi dari masalah yang dihadapi tersebut, sehingga memberikan
kerangka untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan.
Menurut Verhangen, sebagai suatu kegiatan partisipasi
merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang
berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan
manfaat. Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tersebut, dilandasi
oleh adanya kesadaran yang dimiliki oleh yang bersangkutan
mengenai :
1) Kondisi yang tidak memuaskan, dan harus diperbaiki.
2) Kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia
atau masyarakatnya sendiri.
3) Kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang
dapat dilakukan.
4) Adanya kepercayaan dir, bahwa ia dapat memberikan
sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan yang
bersangkutan.10
10Aprillia Theresia, Krisnha dkk. 2015. Pembangunan Berbasis Masyarakat. Bandung :Alfabeta.
Hal 197
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Bentuk partisipasi yang ditunjukkan masyarakat, juga
berkaitan dengan kemauan politik (political will) penguasa untuk
memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi.
Tentang hal ini, Raharjo mengemukakan adanya tiga variasi bentuk
partisipasi, yaitu:
a. Partisipasi terbatas,yaitu partisipasi yang hanya digerakkan
untuk kegiatan-kegiatan tertentu demi tercapainya tujun
pembangunan, tetapi untuk kegiatan tertentu yang
dianggap menimbulkan kerawanan bagi stabilitas nasional
dan kalangan pembangunan, di atasi.
b. Partisipasi penuh, artinya partisipasi seluas-luasnya dalam
segala aspek kegiatan pembangunan.
c. Mobilisisi tanpa partisipasi, artinya partisipasi yang yang
dibangkitkan pemerintah (penguasa), tetapi masyarakat
sama sekali tidak diberi kesempatan untuk
mempertimbangkan kepentingan pribadi dan tidak diberi
kesempatan untuk turut mengajukan tuntutan maupun
mempengaruhi jalannya kebijaksanaan pemerintah.
Sejalan dengan pemikiran diatas Hobley mengidentifikasi
adanya tujuh tipe partisipasi yaitu :
1. Partisipasi pasif
Informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan
profesional diluar kelompok sasaran.
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2. Partisipasi informatif
Masyarakat tidak diberi kesempatan untuk terlibat dalam
kegiatan mempengaruhi
3. Partisipasi
Masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi
4. Konsultatif
Tidak ada peluang untuk pembuatan keputusan bersama
5. Partisipasi fungsional
Masyarakat membentuk kelompok untuk mencapai tujuan
proyek
6. Partisipasi interaktif
Mayarakat berperan dalam analisis untuk perencanaan
kegiatan dan pembentukan atau penguatan kelembagaan
7. Zelf mobilization ( Mandiri )
Mayarakat memegang kendali pemanfaatan sumber daya
yang ada.11
Menurut Sondang P Siagian, terdapat dua jenis partisipasi
dalam pembangunan yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif.
Partisipasi pasif dapat berupa perilaku masyarakat yang tidak ikut
berperan aktif dalam setiap pembangunan yang ada
dimasyarakat.Sedangkan Partisipasi aktif dapat berupa
11Aprillia Theresia, Krisnha dkk. 2015. Pembangunan Berbasis Masyarakat. Bandung :Alfabeta.
Hal 205-206
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terlaksananya pembangunan sehingga masyarakat dapat berperan
serta dalam pembangunan.  Partisipasi aktif apat terwujud apabila:
1. Turut memikirkan nasib sendiri dengan memanfaatkan
lembaga–lembaga sosial dan politik yang ada di masyarakat
sebagai saluran aspirasi.
2. Mewujudkan adanya kesadaran bermasyarakat dan
bernegara yangtinggi dengan tidak menyerahkan penentuan
nasib sendiri kepada oranglain, seperti kepada pimpinan,
tokoh masyarakat yang ada, baik yangSifatnya formal maupun
informal.
3. Memenuhi kewajiban sebagai warna Negara yang
bertanggung jawab.
4. Ketaatan kepada berbagai peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
5. Kerelaan merupakan pengorbanan yang dituntut oleh
pembangunan demi kepentingan bersama yang luas dan lebih
penting.12
b. Bentuk-bentuk partisipasi
Secara sederhana partisipasi bisa diartikan sebagai
keikutsertaan seseorang, kelompok,atau masyarakat dalam
program pembangunan. Pernyataan ini mengandung arti
seseorang, kelompok atau masyarakat senantiasa dapat
12Sondang P. Siagian. (1985), Administrasi Pembangunan, Jakarta: Bumi Aksara. Hal 2
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memberikan kontribusi/sumbangan yang sekiranya mampu untuk
menunjang keberhasilan program pembangunan dengan berbagai
bentuk atau jenis partisipasi. Bentuk partisipasi yang dimaksud
ialah macamnya sumbangan yang diberikan seseorang, kelompok
atau masyarakat yang berpartisipasi diantaranya bentuk-bentuk
partisipasi: partisipasi buah pikiran, yang diberikan partisipan dalam
pertemuan atau rapat. Kehadiran seseorang dalam pertemuan
akan mempengaruhi bagi masyarakat yang lain agar dapat ikut
serta dalam memberikan sumbangsih pemikiran. Partisipasi tenaga,
yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan
atau pembangunan desa pertolongan bagi orang lain. Partisipasi
harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk
perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain
dengan memberikan makanan atau minuman seadanya tanpa ada
timbal balik (jasa).
Dusseldrop, mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk
kegiatan partsipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat
dapat berupa:
1. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat.
2. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok.
3. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk
menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain.
4. Menggerakkan sumber daya masyarakat.
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5. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan.
6. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan
masyarakatnya.13
c. Tingkatan Partisipasi
Dilihat dari tingkatan atau tahapan partisipasi, Wilcox
mengemukakan adanya lima tingkatan, yaitu:
1. Memberikan informasi
2. Konsultasi yaitu menawarkan pendapat, sebagai pendengar
yang baik untuk memberikan umpan balik, tetapi tidak terlibat
dalam implementasi ide dan gagasan tersebut.
3. Pengambilan keputusan bersama, dalam arti memberikan
dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta,
mengembangkan peluang yang diperlukan guna
pengambilan keputusan.
4. Bertindak bersama, dalam arti tidak sekedar ikut dalam
pengambilan keputusan, tetapi juga terlibat dan menjalin
kemitraan dalam pelaksanaan kegiatannya.
5. Memberikan dukungan, dimana kelompok-kelompok lokal
menawarkan pendanaan, nasehat,dan dukungan lain untuk
mengembangkan agenda kegiatan. 14
13Aprillia Theresia, Krisnha dkk. 2015. Pembangunan Berbasis Masyarakat. Bandung Alfabeta. Hal
200
14Aprillia Theresia, Krisnha dkk. 2015. Pembangunan Berbasis Masyarakat. Bandung Alfabeta. Hal
202
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Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat
merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta
tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan
yang bertujuan untuk memperbaiki mutu-hidup mereka. Artinya,
melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari
bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang
harus dilaksanakan oleh (aparat) pemerintah sendiri, tetapi juga
menuntut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu-
hidupnya.
Partisipasi masyarakat menjadi mengemuka dan penting
dalam pelaksanaan pembangunan termasuk didalamnya penataan
ruang diantaranya karena beberapa hal positif yang dikandungnya :
a. Dengan partisipasi lebih banyak hasil kerja yang dicapai.
b. Dengan partisipasi pelayanan atau service dapat diberikan
dengnan biaya yang rendah.
c. Partisipasi memilki nilai dasar yang sangat berarti untuk peserta,
karena menyangkut kepada harga dirinya.
d. Merupakan katalisator untuk pembangunan selanjutnya.
e. Mendorong timbulnya rasa tanggung jawab.15
Dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat menurut UU
No 25 tahun 2004 ialah masyarakat bersama pemerintah
15 Sastropoetro santoso. Partisipasi, komunikasi, persuasi, dan disiplin dalam pembangunan
nasional. (1988). Bandung : Alumni, hal 128
33
merupakan stakeholder dalam proses pembangunan. Artinya
masyarakat merupakan elemen penting yang sangat menunjang
keberhasilan dari pembangunan tadi, masyarakat diberikan peran
yang cukup sentral.
Di dalam pembangunan agar kiranya masyarakat tadi dapat
berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan ataupun proses
pembangunan yang telah direncanakan oleh Pemerintah. Secara
konseptual, faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap tumbuh dan
berkembangnya partisipasi dapat didekati dengan beragam
pendekatan disiplin keilmuan.
Slamet menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya
partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sangat ditentukan
oleh tiga unsur pokok, yaitu:
1. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat,
untuk berpartisipasi
2. Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi
3. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.16
Penyertaan masyarakat sebagai subjek pembangunan
adalah suatu upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional.Ini
berarti masyarakat diberi peluang untuk berperan aktif mulai dari
perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi setiap tahap
pembangunan yang diprogramkan. Terlebih apabila kita akan
16 . Slamet  margono. (1985) Pengantar sosiologi. Cv.rajawali: Jakarta, hal 15
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melakukan pendekatan Membangun dengan semangat lokalitas.
Masyarakat lokal dengan pengetahuan serta pengalamannya
menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan
pembangunan, karena masyarakat lokal yang mengetahui apa
permasalahan yang dihadapi serta potensi yang dimiliki oleh
daerahnya. Masyarakat memiliki kedaulatan yang cukup luas untuk
menentukan orientasi dan arah kebijakan pembangunan yang
dikehendaki.Nilai-nilai kedaulatan selayaknya dibangun sebagai
kebutuhan kolektif masyarakat dan bebas dari kepentingan individu
dan atau golongan.
Menurut Ndraha, upaya yang harus dilakukan dalam
meningkatkan partisipasi masyarakat antara lain :
a. Memberi stimulasi kepada masyarakat dengan
mengharapkan timbulnya respon yang dikehendaki.
b. Menyesuaikan program Pemerintah dengan kebutuhan
( keinginan) yang telah lama dirasakan oleh masyarakat
Desa yang bersangkutan.
c. Menumbuhkan dan menanamkan kesadaran akan
kebutuhan atau perlunya perubahan di dalam masyarakat
dan dalam diri anggota masyarkat sedemikian rupa sehingga
timbul kesediaan berpartisipasi.17
17Ndraha, taliziduhu. Partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan di beberapa desa(1987),
Jakarta : yayasan karya dharma, hal 27-28.
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Dalam upaya membangkitkan partisipasi masyarakat,
komunikasi mempunyai peranan penting dalam memelihara
hubungan secara timbal balik, di satu pihak pemerintah
menyampaikan kebijakan kepada masyarakat, sedangkan di lain
pihak masyarakat menyampaikan gagasan, keinginan atau
kebutuhannya kepada pemerintah.
2.4 Tinjauan tentang Infrastruktur
Infrastruktur merupakan istilah yang digunakan untuk
menggambarkan sekumpulan fasilitas yang sengaja dibuat untuk
mendukung aktivitas kehidupan manusia.Infrastruktur biasanya
sengaja dibangun untuk bisa membantu dan mempermudah suatu
kegiatan tertentu seperti transportasi, pendataan penduduk, dan
berbagai macam kegiatan lainnya.
Dalam kehidupan manusia akan melakukan berbagai
aktivitas yang dapat mendukung mereka untuk tetap dapat
bertahan hidup dan meningkatkan kesejahteraannya. Untuk dapat
melakukan aktivitasnya tersebut, masyarakat membutuhkan suatu
pelayanan-pelayanan atau fasilitas-fasilitas yang dapat mendukung
mereka dalam beraktivitas.Berbagai pelayanan yang dapat
memfasilitasi masyarakat dalam beraktivitas ini disebut juga
dengan infrastruktur.
Peran infrastruktur sebagai lokomotif pembangunan nasional
dan daerah sangat dibutuhkan untuk menggerakan roda
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pertumbuhan ekonomi.Secara ekonomi makro, ketersediaan dari
jasa pelayanan infrastruktur mempengaruhi marginal productivity of
private capital, sedangkan dalam konteks ekonomi mikro,
ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh terhadap
pengurangan biaya produksi.
Pengertian Infrastruktur, menurut Grigg infrastruktur
merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan,
drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang
dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik
kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Pengertian ini
merujuk pada infrastruktur sebagai suatu sistem.Dalam hal ini, hal-
hal yang terkait dengan infrastruktur tidak dapat dipisahkan satu
sama lainnya. Sistem lingkungan dapat terhubung karena adanya
infrastruktur yang menopang antara sistem sosial dan sistem
ekonomi.Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap
sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat.Maka
infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil
kebijakan.
Dari definisi tersebut Grigg membagi infrastruktur dalam 13
kategori yang meliputi :
a. Sistem penyediaan air : waduk, penampungan air, transmisi
dan distribusi, fasilitas pengelolaan air (treatment plant).
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b. Sistem pengelolaan air limbah : pengumpul, pengelolaan,
pembuangan dan daur ulang.
c. Fasilitas pengelolaan limbah (padat).
d. Fasilitas pengendalian banjir, drainase dan irigasi.
e. Fasilitas lintas air dan navigasi.
f. Fasilitas transportasi : jalan rel, bandar udara, termasuk
didalamnya adalah tanda dan fasilitas pengontrol.
g. Sistem transit publik.
h. Sistem kelistrikan : produksi dan distribusi
i. Fasilitas gas alam
j. Gedung publik : Kantor, sekolah, rumah sakit
k. Fasilitas perumahan publik
l. Taman kota sebagai daerah resapan, tempat bermain
termasuk stadion
m. Komunikasi.18
Pembangunan infrastruktur dalam sebuah sistem menjadi
penopang kegiatan-kegiatan yang ada dalam suatu
ruang.Infrastruktur merupakan wadah sekaligus katalisator dalam
sebuah pembangunan.Ketersediaan infrastruktur meningkatkan
akses masyarakat terhadap sumberdaya sehingga dapat
meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang menuju pada
perkembangan ekonomi suatu kawasan atau wilayah.Oleh
18Kodoatie, R. 2003. Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur.Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hal 60
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karenanya penting bagaimana sistem rekayasa dan manajemen
infrastruktur dapat diarahkan untuk mendukung perkembangan
ekonomi suatu kawasan wilayah. Pembangunan infrastruktur tentu
didasarkan atas gagasan, maksud dan tujuan yang  tidak saja
bermanfat untuk suatu golongan saja namun harus mampu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Tolok ukur
keberhasilan pembangunan infrastruktur adalah sejauh mana
pemanfaatan dan dampaknya terhadap dinamika pembangunan
ekonomi masyarakat meningkat.Keterkaitan fungsi diantara
infrastruktur yang ada sangat menentukan tingkat kemanfaatannya.
Dalam hal perbaikan pembangunan infrastruktur, pemerintah
Desa Pao melakukan pembangunan pada infrastruktur
jalan.Pembuatan jalan baru adalah salah satu upaya pemerintah
setempat dalam memudahkan masyarakat yang ingin melakukan
aktivitas pekerjaannya.
Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 1980, Jalan adalah
suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi
bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya
yang diperuntukan  bagi lalu lintas. Klasifikasi jalan dibagi menurut
fungsi, kelas jalan, medan jalan dan wewenang pembianaan jalan.
Adapun klasifikasi menurut fungsi jalan terdiri atas 3
golongan yaitu:
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1. Jalan arteri yaitu jalan yang melayani angkutan utama
dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata
tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.
2. Jalan kolektor yaitu jalan yang melayani angkutan
pengumpul/pembagi dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang,
kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
3. Jalan lokal yaitu Jalan yang melayani angkutan setempat
dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata
rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
2.5 Kerangka Pikir Penelitian
Partisipasi sebagai suatu konsep dalam pengembangan
masyarakat digunakan secara umum dan  luas. Partisipasi adalah
sebuah konsep sentral dan prinsip dasar dari pengembangan
masyarakat,  pembangunan yang efektif membutuhkan keterlibatan
(partisipasi) awal dan nyata di semua pihak pemangku kepentingan
dalam penyusunan rancangan kegiatan yang akan mempengaruhi
mereka. Sewaktu masyarakat yang terlibat merasa bahwa
partisipasi mereka penting, mutu, efektifitas dan efisiensi
pembangunan akan meningkat.
Pembangunan di Desa salah satunya di pengaruhi oleh
adanya pembangunan infrastruktur yang memadai.infrastruktur
memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Dalam usaha
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pembangunan infrastruktur perdesaan, pemerintah menghadapi
kendala tidak saja dalam masalah pembiayaan tapi juga penolakan
dari masyarakat akibat ketidaksesuaian antara infrastruktur yang
dibangun dan yang menjadi kebutuhan mereka, maka pelibatan
masyarakat merupakan sebuah cara yang efektif.
Dalam realitasnya, tantangan infrastruktur jalan di pengaruhi
oleh berbagai faktor, yang sifatnya pendukung maupun
penghambat. Faktor pendukung antara lain adanya sumbangan
dan dukungan masyarakat, serta adanya kemauan masyarakat
dalam pembuatan jalan baru tersebut, karena pembangunan
infrastruktur yang baik apabila masyarakat turut berpartisipasi
didalamnya. Sedangkan faktor penghambat nya yaitu adanya dana
Desa membuat masyarakat cenderung kurang berpartisipasi dalam
hal pembangunan. Selain itu faktor penghambat lainnya karena
rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.
Gambaran singkat partisipasi masyarakat dalam
pembangunan infrastruktur melalui bagan berikut.
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Gambar 2.1
Kerangka Fikir Penelitian
BAB III
METODE PENELITIAN
Partisipasi Masyarakat
- Perencanaan
- Pelaksanaan
- Evaluasi
Pembuatan Jalan baru
Faktor-faktor yang berpengaruh sebagai
kendala
1. Faktor pendukung :
- Sumbangan dan dukungan masyarakat
- Adanya kesadaran/kemauan   masyarakat
2. Faktor penghambat :
- Adanya dana Desa
- Rendahnya tingkat pendidikan
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3.1 Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian in[i dilaksanakan di Desa Pao Kecamatan
Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara. Hal yang menjadi
pertimbangan untuk memilih Desa Pao khususnya dalam hal
pembangunan fokus penelitian, karena pada dasarnya
pembangunan adalah merupakan suatu proses perubahan yang
dilakukan secara sadar dan terencana melalui tahapan
pembangunan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup atau
kesejahteraan masyarakat. Berbicara akan pembangunan yang ada
di Desa pao belum sepenuhnya maksimal, banyak hal yang melatar
belakangi akan kendala dalam pembangunan tersebut. Desa Pao
adalah sebuah desa yang berjarak sekitar   45 km dari ibu Kota
Kabupaten Luwu Utara.
3.2 Tipe Penelitian
Jenis tipe Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif
dengan tipe penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif yaitu
mendeskripsikan atau menggambarkan dan melukiskan hubungan
antara fenomena yang diteliti.Penelitian kualitatif adalah penelitian
yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan
prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.
Penelitian kualitatif memiliki karateristik dengan
mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya, tetapi
laporannya bukan sekedar bentuk laporan suatu kejadian tanpa
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suatu interpretasi ilmiah serta memahami atau memperoleh
pemahaman mengenai fenomena atau gejala yang diangkat untuk
diteliti secara mendalam.19
Tipe penelitian ini menyajikan satu gambar yang terperincil
tentang satu situasi khusus, setting sosial atau hubungan yang
digunakan jika ada pengetahuan atau informasi tentang gejala
sosial yang akan diselidiki atau dipermasalahkan. Pengetahuan
tersebut diperoleh dari survei literatur, laporan hasil penelitian, atau
dari hasil studi eksplorasi. Melalui pengetahuan atau informasi yang
dimiliki tentang gejala yang diselidiki dan dengan melakukan
pengukuran yang cermat atas masalah tersebut akan dapat
dideskripsikan secara jelas dan terperinci tentang apa, siapa,
kapan, dimana, bagaimana dan mengapa dari gejala itu. Jadi
penelitian deskriptif berhubungan dengan frekuensi, jumlah dan
karakteristik dari gejala yang diteliti.
3.3 Jenis Penelitian
a. Data Primer
Data Primer adalah data peneliti yang  didapat secara langsung
dari sumbernya yaitu para informan yang menjadi objek penelitian
peneliti. Dimana pun para informan ini berada, peneliti mendatangi
dan melakukan wawancara face to face untuk mendapatkan hasil
19 Radjab Mansyur,Bahan Ajar Metode Penelitian Kualitatif,Jurusan Sosiologi FISIP UH,2014 hal 18
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atau data yang falid dari informan secara langsung agar dalam
menggambarkan hasil penelitian lebih muda.
b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang relevan yang berasal dari
buku-buku, dan bahan referensi lainnya yang berkaitan dengan
pariwisata.Data sekunder merupakan data yang sudah diolah dalam
bentuk naskah tertulis atau dokumen. Data sekunder dalam
penelitian ini dapat berasal dari penelitian sebelumnya yang terkait
dengan masalah penelitian serta  Penelusuran data On Line atau
dengan menggunakan fasilitas internet.
3.4 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Wawancara mendalam (indeep interview)
Peneliti melakukan wawancara langsung terhadap informan
yang bersangkutan dengan masalah penelitian ini. Wawancara
antara peneliti  dan informan face to face kemudian mengajukan
beberapa pertanyaan yang menjadi inti masalah penelitian kepada
informan, selanjutnya para informan ini memberikan jawaban
menurut mereka masing-masing. Metode ini dikenal dengan teknik
wawancara deep interview yaitu proses memperoleh keterangan
untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap
muka antara pewawancara dengan informan, dengan atau tanpa
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menggunakan pedoman (guide) wawancara. Adapun informan
dalam penelitian ini adalah :
a) Kepala Dinas Pemerintahan Desa BPMPD
Kabupaten  Luwu Utara
b) Kepala Desa Pao
c) Kepala BPD
d) Tokoh masyarakat
e) Masyarakat Pemilik Lahan
b. Penelitian kepustakaan (Library research)
Cara pengumpulan data dengan menggunakan buku-buku
yang ada hubungannya dengan penelitian atau literatur-literatur
yang ada hubungannya dengan penelitian.
c. Penelitian lapangan(field research)
Penelitian dilakukan dengan meneliti secara langsung ke
instansi untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam
penelitian.
d. Dokumentasi
Dokumentasi dapat diasumsikan sebagai sumber data tertulis
yang terbagi dalam dua kategori yaitu sumber resmi dan sumber
tidak resmi. Sumber resmi merupakan dokumen yang
dibuat/dikeluarkan oleh lembaga atau perorangan atas nama
lembaga. Sedangkan sumber tidak resmi adalah dokumen yang
dibuat/dikeluarkan oleh individu tidak atas nama lembaga.
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Dokumen yang akan dijadikan sebagai sumber referensi dapat
berupa artikel disurat kabar, artikel diinternet, dan lain-lain.
3.5 Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah teknik
analisis data kualitatif dimana data yang diperoleh akan dianalisis
dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Metode
penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian untuk
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan
dari orang-orang yang diwawancarai. Teknik analisis data kualitatif
digunakan untuk mendapatkan penjelasan mengenai bagaimana
peran Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pao
Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara. Data dari hasil
wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan
sehingga menjadi sebuah catatan lapangan.
Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam
bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisa data
dalam penelitian kualitatif dilakukan mulai sejak awal sampai
sepanjang proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian kualitatif
tidak ada panduan buku untuk melakukan analisis data, namun
secara umum dalam analisis data selalu ada komponen-komponen
yang wajib harus ada seperti pengambilan data, kategori data, dan
kesimpulan.
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3.6 Fokus Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka
untuk memudahkan peneliti, maka dikemukakan fokus penelitian
dalam penelitian ini sebagai berikut :
1. Partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah keikutsertaan
masyarakat dalam proses pembuatan jalan baru mulai dari
tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
2. Pembangunan infrastruktur yang di maksud adalah
pembangunan jalan baru. Pembangunan jalan baru adalah
salah satu upaya pemerintah setempat dalam memudahkan
masyarakat yang ingin melakukan aktivitas pekerjaannya.
Oleh karena itu, peran serta dari seluruh aparat Pemerintah
Desa sangat di butuhkan untuk ikut andil dalam
pembangunan desa.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah segala hal yang
menjadi tantangan pembangunan, baik berupa faktor
penghambat maupun pendukung.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan menyajikan data
yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi
yang disertai dengan penjelasan-penjelasan untuk mempermudah dalam
melakukan proses pembahasan hasil penelitian. Adapun uraian hasil dan
pembahasan didasarkan pada fokus penelitian yang telah
ditetapkan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Partisipasi
masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Pao Kecamatan
Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.
4.1 Profil DaerahPenelitian
4.1.1 Sejarah Desa Pao
Pada umumnya Desa Pao pernah mengalami pemekaran daerah
sampai sekarang, adapun perubahan sejarah kepemimpinan
desa Pao adalah sebagai berikut :
Tabel 4.1
Daftar Nama- nama Kepala Desa Pao
No Nama Kepala Desa Tahun
1. Abdul Halik 1967
2. Sirajuddin 1994
3. Muh. Nawir ubba 2004
4. Attabe 2009
5. Hajar 2015
Sumber data : Profil Desa Pao
Berdasarkan tabel di atas bahwa sudah terjadi 5 kali
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pergantian masa kepemimpinan di Desa Pao.Terbentuknya Desa
pao dipimpin oleh Abdul halik yang merupakan Kepala Desa
pertama pada tahun 1967.Selanjutnya pada tahun 1993 Sirajuddin
menjadi pejabat sementara hingga terpilih menjadi Kepala Desa
pada tahun 1994.Pada masa kepemimpinan Sirajuddin terjadi
kejadian buruk yaitu perkelahian antara pemuda Desa Amassangan
dengan Desa Pengkajoang. Kemudian pada tahun 2004, 2009 ,dan
2015 terjadi pergantian masa kepemimpinan melalui pesta
demokrasi. Adapun kepala Desa yang menjabat pada tahun
tersebut yaitu Muh.nawir ubba, attabe, dan hajar.
Pada masa kepemimpinan attabe pada tahun 2009 terjadi
pemugaran tempat berserah yaitu perbaikan makam petta Pao.
Makam tersebut merupakan makam yang sangat disakralkan oleh
masyarakat setempat maupun masyarakat diluar Kabupaten. Hal
tersebut dengan ditandainya kunjungan masyarakat pada saat
menjelang puasa dan saat usai Idul Fitri dan Idul Adha.
4.1.2 KondisiGeografis
Desa Pao merupakan salah satu desa dari 13 desa yang ada
diwilayah Kecamatan Malangke Barat yang terletak di ibu Kota
kecamatan Malangke Barat dengan luas 25 km2, dengan memiliki
luas lahan 978 Ha, 175 Ha adalah lahan pesawahan dan 62 Ha
berupa lahan perkebunan,yang artinya mayoritas masyarakatnya bekerja
sebagai petani. Desa Pao berada di daerah pesisir dengan ketingian
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rata-rata 0-3 meter dari permukaan laut, dengan batas-batas
wilayah sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatas Desa Waetuo
Sebelah Selatan berbatas dengan Teluk Bone
Sebelah Timur berbatas dengan Pattimang / Teluk Bone
Sebelah Barat berbatas dengan Desa Pengkajoang
Desa Pao secara administrasi terdiri dari 3 ( tiga ) dusun yaitu :
1. Dusun Amassangan I
2. Dusun Salaka
3. Dusun Amassangan II
4.1.3 Topografi dan Penggunaan Lahan Desa Pao
Berdasarkan tofografi desa Pao memiliki karakteristik wilayah
yang beragam.Desa Pao memiliki iklim yang sama dengan desa-
desa lain yang ada di wilayah Indonesia pada umumnya dan Kec.
Malangke Barat pada khususnya yakni musim kemarau dan musim
hujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap pola
tanam yang ada di Desa Pao Kec. Malangke Barat, dengan suhu
rata-rata 270C dengan curah hujan 2.500-3.000Mm dalam jumlah
bulan musim hujan 9 bulan,Desa Pao terletak pada ketinggian dari
permukaan laut 0-3 mdl dan memiliki garis pantai 3 mil.
51
Tabel 4.2
Penggunaan lahan Desa Pao
NO LAHAN
Dusun
Amassangan I
Dusun
Salaka
Dusun
Amassangan II
1 Pf Persawahan 85 Hektar 80 Hektar 10 Hektar
2 P  Perkebunan 10 Hektar 12 Hektar 40 Hektar
3 T  Tambak 485 Hektar 231 hektar 25 Hektar
Sumber Data : Profil Desa Pao
Berdasarkan tabel diatas bahwa Desa Pao memiliki total luas
lahan 97 Ha, dengan luas persawahan pada Dusun Amassangan
85 ha, Dusun Salaka 80 Ha, Dusun Amassangan II 10 Ha.
Sedangkan untuk lahan perkebunan memilki luas lahan 10 Ha
untuk Dusun Amassangan 1, dan 12 Ha untuk Dusun salaka, serta
40 Ha untuk Dusun Amassangan II. Sedangkan, untuk lahan
tambak total lahannya sebesar 741 Ha. Hal ini berarti tambak
merupakan lahan yang paling luas di antara lahan persawahan dan
perkebunan, dengan 485 Ha untuk Dusun Amassangan 1,231 Ha
untuk Dusun Salaka, serta 25 Ha untuk Dusun Amassangan II.
Adanya pertumbuhan penduduk menyebabkan kebutuhan
setiap manusia khususnya masyarakat Desa Pao
meningkat.Adanya peningkatan kebutuhan manusia menyebabkan
berbagai sumber daya alam harus dimanfaatkan semaksimal
mungkin. Untuk itu, di perlukan berbagai bentuk keahlian dari
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masyarakat dalam mengelola sejumlah lahan pertanian, dan
perkebunan  yang ada.
4.1.4 Penduduk
a. Jumlah Penduduk Desa Pao berdasarkan masing-masing dusun
adalah sebagai berikut :
Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Desa Pao
KK LK PR JML
1 Dusun Amassangan I 358 652 660 1.312
2 Dusun Salaka 187 328 333 661
3 Dusun Amassangan II 166 330 336 666
JUMLAH 711 1310 1329 2.639
JUMLAH PENDUDUK
NAMA DUSUNNO KET
Sumber Data : Profil Desa Pao
Berdasarkan tabel diatas menggambarkan bahwa Desa Pao
memiliki jumlah penduduk 2.639 Jiwa. Dengan jumlah untuk Dusun
Amassangan 1  1.312 , Dusun Salaka sebanyak 661, dan untuk
Dusun Amassangan II sebanyak 666 jiwa.Terjadi peningkatan
jumlah masyarakat di Desa Pao dari tahun ke tahun yang terus
mengalami pertumbuhan sehingga jumlah penduduknya turut
bertambah.Dengan banyaknya jumlah penduduk di Desa Pao maka
semakin bermacam pula tingkat partisipasi masyarakat, utamanya
dalam hal pembangunan.
b. Jumlah Penduduk Desa Pao berdasarkan Kelompok Umur
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Tabel 4.4
Jumlah Penduduk berdasarkan usia tahun 2014 dan 2015
LK PR JML LK PR JML
1 0 - 5 79 80 159 92 138 230
2 6 - 11 44 64 108 134 206 340
3 12- 17 35 45 80 145 131 276
4 18 - 23 52 82 134 110 177 287
5 24 - 29 50 88 138 161 128 289
6 30 - 35 54 73 127 124 99 223
7 36 - 41 46 81 127 119 115 234
8 42 - 47 48 53 101 123 109 232
9 48 - 53 35 49 84 122 108 230
10 54 - 59 21 51 72 81 52 133
11 60 + 33 47 80 99 66 165
JUMLAH 497 713 1,210 1,310 1,329 2,639
KELOMPOK
UMURNO
TAHUN 2014
KET
TAHUN 2015
Sumber Data : Profil Desa Pao
Tabel diatas menggambarkan bahwa jumlah penduduk
Desa Pao kurun waktu tahun 2014 dan 2015 memiliki jumlah
penduduk 2.639 Jiwa. Dengan perbandingan jiwa penduduk
dari semua tingkatan usia laki-laki 1.310 jiwa dan perempuan
1.329 jiwa. Hal ini berarti Jumlah penduduk perempuan masih
mendominasi dibandingkan penduduk laki laki , walaupun
jumlah perbandingannya tidak jauh berbeda.
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4.1.5 Sosial Budaya
Secara sosial keadaan Desa Pao dilihat dari beberapa
bidang yaitu:
a. BidangKeagamaan
Penduduk desa Pao mayoritas beragama Islam dengan
jumlah pemeluk agama sebanyak 2.634 orang , dan beragama
Kristen sebanyak 5 orang. Khusus untuk Desa Pao Terdapat 2
Kelompok Majlis Taklim, serta 1 kelompok  yasinan untuk setiap
malam jumat.
Tabel 4.5
Sarana rumah ibadah di Desa Pao
nNn No Tempat Ibadah Jumlah
1 Masjid 2
2 Musholla 1
Total 3
Sumber Data : Profil Desa Pao
Berdasarkan tabel diatas bahwa sarana rumah ibadah
yang ada  di Desa Pao, paling banyak yaitu masjid 2 buah,
serta hanya terdapat 1 musholla.Dua infrastruktur ibadah
tersebut telah dibangun dengan solidaritas gotong royong antar
masyarakat.Hal ini menunjukkan bahwa betapa kuatnya rasa
gotong royong yang tercipta dan terpelihara ditengah
masyarakat. Akan tetapi, terdapat keinginan di tengah
masyarakat yakni adanya pembangunan masjid  lainnya yang
berada di Desa Pao. Hal tersebut menjadi harapan besar
55
masyarakat mengingat hanya terdapat 2 masjid saja yang
berada di Desa tersebut.
b. Bidang Kebudayaan
Penduduk Desa Pao terdiri dari suku jawa, dan
Bugis.Bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa
daerah masing-masing.Budaya perkawinan, perceraian,
kelahiran, syukuran, dan segala bentuk kegiatan budaya
menggunakan tradisi dan adat-istiadat masing-masing suku.
c. Bidang `Ekonomi
Penduduk Desa Pao mayoritas memiliki pekerjaan dalam
hal pertanian dan perkebunan.
Tabel 4.6
Jenis Usaha di Desa Pao
No Peternakan Pertanian/Perkebunan Tambak
1 Budidaya ayam
potong
Kebun jeruk Budidaya udang
pannamei
2 Peternak itik Tanaman padi Budidaya ikan bandeng
3 Peternak kambing Pohon sagu Budidaya udang hitam
4 Budidaya sarang
wallet
Kebun sayur-sayuran
5 Kebun coklat
6 Kebun kelapa
7 Kebun durian
Sumber Data: Profil Desa Pao
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Berdasarkan tabel diatas bahwa di Desa Pao memiliki empat
jenis usaha yaitu peternakan, pertanian, perkebunan, serta tambak,
yang merupakan mata pencaharian masyarakat di Desa
Pao.Namun, mayoritas masyarakat Desa Pao memiliki usaha
pertanian seperti tanaman padi yang merupakan salah satu
kebutuhan pokok yaituberas.
Adapun salah satu jenis tanaman yang menjadi keunggulan
di Desa Pao yaitu Pohon sagu.Tanaman tersebut merupakan salah
satu bahan pokok yang dapat dijadikan sebagai olahan
makanan.Selain itu, pohon sagu dijadikan oleh sebagian
masyarakat sebagai ladang mata pencaharian.Hasil dari olahan
pohon sagu tersebut kemudian dijual oleh masyarakat setempat
untuk selanjutnya di kirim ke daerah-daerah diluar Kabupaten
Luwu-Utara.Selain jenis tanaman pohon sagu, yang menjadi
keunggulan jenis tanaman lainnya di wilayah Desa Pao yaitu pohon
jeruk. Tanaman ini biasanya di kenal oleh daerah lain dengan
sebutan jeruk Malangke.
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Tabel 4.7
Tempat Usaha di DesaPao
Sumber Data: Profil Desa Pao
Berdasarkan tabel diatas tempat usaha yang ada di Desa Pao
sebanyak 9 jenis tempat usaha dan paling banyak yaitu warung
sebanyak 20 unit, sedangkan empat usaha lainnya masing masing
hanya memiliki 1 unit tempat saja.Masyarakat Desa Pao utamnya
kaum ibu rumah tangga memiliki mata pencaharian dengan
membuka warung jenis olahan berbagai makanan, seperti warung
kapurung, warung, lauk pauk, hingga warung yang menyediakan
berbagai olahan manisan.Hal tersebut dilakukan oleh kaum wanita
mengingat susahnya mencari lapangan pekerjaan saat ini.Dengan
keterbatasan biaya yang ada, maka masyarakat memanfaatkan
berbagai macam keahliannya.
No Tempat Usaha Jumlah (Unit)
1 Counter Hp 7
2 Warung 20
3 Toko Klontong 15
4 Bengkel Motor 3
6 Toko Obat Pertanian 1
7 Tukang Rongsok 1
8 Material 1
9 Toko meubel 1
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4.1.6 Pemerintahan
Desa Pao menganut sistem kelembagaan Pemerintahan
Desa demokrasi yang berasaskan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka
Tunggal Ika dan NKRI.Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan
desa bisa berjalan dengan baik dengan jumlah perangkat yang
memadai.Untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan desa
perlu adanya suatu program pembangunan dan penataan sistem
pemerintahan yang disesuaikan dengan kerangka program
kegiatan RPJM-Des dan Peraturan Daerah sebagai acuan.
4.2 Gambaran Umum Pemerintah Desa Pao
4.2.1 Visi dan Misi Desa Pao
4.2.1.1Visi
Visi Pembangunan Desa Pao merupakan gambaran
kesuksesan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 6 (Enam)
tahun ke depan yang disusun dengan memperhatikan Visi
RPJPD Kabupaten Luwu Utara, substansi RPJMD Kabupaten
Luwu Utara, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat
dan pemerintah Desa Pao, serta visi dan misi Kepala Desa
terpilih. Untuk itu Visi Pembangunan Desa Pao untuk 6 tahun
pertama RPJMDes 2016-2022 adalah :
“MELAYANI MASYARAKAT DESA PAO SECARA
MENYELURUH DEMI TERWUJUDNYA DESA PAO YANG
MAJU, MANDIRI, SEHAT DAN SEJAHTERA”.
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4.2.1.2 Misi
Desa Pao mempunyai misi pembangunan dalam
jangka waktu 2016 - 2022  adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat
Pelayanan diarahkan untuk memenuhi hak dasar masyarakat
yang meliputi : (1) ketersediaan pangan ; (2) pendidikan ; (3)
kesehatan; (4) kesempatan kerjadan lapangan usaha ; (5) sarana
dan prasarana ; (6) rasa aman dan tentram ; (7) partisipasi dalam
kehidupan sosial politik.
2. Penguatan ekonomi berbasis masyarakat
Membangun struktur ekonomi yang kompetitif dan berbasis
masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan
pemerataan pembangunan yang menjamin terciptanya
peningkatan pendapatan masyarakat terkait dengan sector
pertanian, peternakan, dan kewirausahaan yang mengandalkan
sumberdaya lokal. Membangun kelembagaan ekonomi
masyarakat yang kreatif dan adaptif
3. Menciptakan iklim kondusif
Menciptakan iklim kondusif dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.Terbangunnnya
kelembagaan Pemerintah yang berwibawa dan bebas KKN,
sehingga terbangun kehidupan masyarakat yang mampu
menciptakan inovasi dalam meningkatkan kemampuannya
secara berkesinambungan.
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4. Pemberdayaan kelembagaan
Terciptanya sinergi pencapaian tujuan Pemerintah,
swasta, dan masyarakat melalui pengembangan dan
pemberdayaankelembagaan.Mengembangkankelembagaan
demokrasi yang lebih kokoh, yang didukung oleh adanya
partisipasi optimal dari seluruh lapisan masyarakat.
4.2.1.3 Arah Kebijakan/Strategi Pembangunan Desa Pao
Kebijakan umum pembangunan Desa Pao merupakan hasil
rumusan dari 4 (empat) masukan utama.Pertama, kondisi
wilayah yang difokuskan kepada potensi dan peluang
pengembangan yang dimiliki serta kelemahan atau faktor-faktor
yang mungkin menghambat proses pembangunan di masa
depan. Kedua,environmental input, yaitu berupa peluang
sekaligus ancaman yang potensial dihadapi dalam proses
pembangunan yang tercipta akibat dinamika lingkungan
strategis. Ketiga,instrumental input, yaitu berupa peraturan
perundangan yang berlaku yang menjadi bingkai hukum yang
harus ditaati dalam proses pembangunan Desa Pao. Keempat,
dinamika internal berupa perkembangan aspirasi tatanan internal
Desa Pao.
Mengingat bahwa kebijakan ini merupakan penjabaran dari
strategi pembangunan jangka menengah maka kebijakan
dimaksud merupakan perwujudan dari upaya-upaya pemenuhan
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hak dasar masyarakat, penguatan ekonomi, penciptaan iklim
kondusif, dan pemberdayaan kelembagaan.
Kebijakan dimaksud dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) program
pembangunan yang saling terkait dan saling memperkuat satu
dengan lainnya, sehingga secara bersama-sama diharapkan
akan semakin mendekatkan Desa Pao kepada visi
pembangunan yang dipertegas pada RPJMDes Pao 2016 -
2022, yaitu Mewujudkan Desa Pao yang memiliki Sumber Daya
Manusia Yang Berkualitas.
RPJMDes dijabarkan dalam RKPDes tahunan yang
dirumuskan dalam Surat Keputusan Kepala Desa, dan APBDes
tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
4.2.2 Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Pao
Struktur organisasi merupakan gambaran wewenang dan
tanggungjawab masing-masing personil yang terlibat dalam
lingkup tersebut.Dengan adanya struktur organisasi
pemerintahan memberikan kejelasan kepada setiap perangkat
desa terkait dengan tugas dan fungsinya serta mekanisme
pertanggungjawabannya. Dengan adanya struktur pemerintahan
ini sebagai pembagian tugas kepada semua perangkat daerah
yang akan saling berkoordinasi.
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Gambar 4.1
Struktur Pemerintahan Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten
Luwu Utara
………………………………………….
Sekretaris Desa
Drs.Makkawaru
Kasi Pemerintahan
Sainal
Kaur
KesjahteraanDrs.
Suardin
Kaur Umum
Sri Karnila Taslim
Kaur Keuangan & Aset
Perawati sadik,S.Pd
Kadus Amassangan 1
Gamal
Kadus Salaka
Kamaluddin
Kadus Amassanga 2
Jasman
Kepala Desa
H A J A R
BPD
Drs.Hasan M.Nur
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4.2.3 Program Pembangunan Desa
Tujuan pembangunan jangka menengah desa merupakan
perwujudan melalui upaya pencapaian tujuan pemenuhan hak
dasar masyarakat berdasarkan Visi dan Misi pembangunan Desa
Pao. Untuk mencapai hal tersebut, maka disusun rancangan
program dan kegiatan yang sifatnya indikatif  yang terbagi kedalam
7 (tujuh) program dan beberapa rencana kegiatan yang saling
terkait dan saling mendukung satu dengan lainnya. Program dan
Kegiatan rencana pembangunan jangka menengah Desa  Pao
2016 – 2022 diuraikan sebagai berikut :
1. Mengoptimalkan kinerja Perangkat Desa secara maksimal
sesuai tugas pokok dan fungsinya Perangkat Desa demi
tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat.
Menyelenggarakan pemerintahan desa yang transparan,
bertanggungjawab dan tidak menyalahi peraturan perundang-
undangan yang berlaku tentang penyelenggaraan
pemerintahan desa, serta meningkatkan pelayanan kinerja
perangkat desa Pao dalam melayani kebutuhan masyarakat.
2. Melaksanakan koordinasi antar mitra kerja
a. Melaksanakan koordinasi bersama dengan Badan
Permusyawaratan Desa serta akan selalu bekerjasama dan
bermusyawarah dalam membuat keputusan-keputusan
tentang program kerja juga dalam penetapan peraturan-
peraturan desa yang harus dibuat dan dilaksanakan
b. Membangun komunikasi yang efektif dengan pemerintah
kecamatan, pemerintah Kabupaten dan lembaga DPRD
Kabupaten Luwu Utara dalam upaya mendukung dan
mempercepat kegiatan-kegiatan pembangunan di Desa
Pao.
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3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia agar dapat
memanfaatkan Sumber Daya Alam yang ada demi
mencapai kesejahteraan masyarakat
Berupaya mengajak masyarakat Desa Pao untuk ikut aktif
dalam organisasi - organisasi yang ada di Desa Pao seperti :
Kelompok Tani, Lansia, PAUD, Kelompok Pengajian, olahraga
seni dan budaya, PKK serta kelompok lainnya.
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di Desa
Pao.
Mengajak serta memfungsikan lembaga – lembaga yang ada di
Desa Pao seperti BPD, PKK, PAUD.
5. Meningkatkan kualitas kesehatan  masyarakat
Mendorong masyarakat untuk melaksanakan pola hidup sehat
dan mengoptimalkan serta melakukan pendampingan peran
kader Posyandu Balita dan Lansia agar tercapai kesehatan
masyarakat secara lahir batin dan melakukan upaya kerjasama
dengan pihak-pihak terkait lainnya.
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pao dengan
melibatkan langsung masyarakat Desa Pao dalam berbagai
bentuk kegiatan :
a. Pemberdayaan kelompok perempuan.
b. Pemberdayaan kelompok tani.
c. Pemberdayaan pemuda dan olahraga.
d. Pemberdayaan kader-kader pembangunan desa.
e. Pemberdayaan kelompok profesi lainnya yang ada di desa.
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7. Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur,baik dan
transparan serta dapatdipertanggungjawabkan.
4.3 Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Infrastruktur  di
Desa Pao
Keberhasilan suatu proses pembangunan tidak dapat dilepaskan
dari adanya partisipasi anggota masyarakatnya, baik sebagai kesatuan
sistem maupun sebagai individu yang merupakan bagian yang sangat
penting dalam proses dinamika pembangunan, karena secara prinsip
pembangunan ditunjukkan guna mewujudkan masyarakat yang
sejahtera. Oleh sebab itu tanggung jawab berhasil tidaknya
pembangunan tidak saja ditangan pemerintah tetapi juga ditangan
masyarakat. Untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai
dengan kebutuhan desa itu sendiri, maka diperlukan partisipasi
setiap bagian daridesa tersebut mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, hingga pada proses evaluasi.
4.3.1 Partisipasi masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan.
Ada tiga alasan utama pentingnya melibatkan partisipasi
masyarakat dalam perencanaan yaitu pertama sebagai langkah awal
untuk mempersiapkan masyarakat untuk berpartisipasi dan
merupakan satu cara untuk menumbuhkan rasa memiliki dan rasa
tanggung jawab masyarakat setempat terhadap program
pembangunan yang dilaksanakan, kedua sebagai alat untuk
memperoleh informasi mengenai kebutuhan, kondisi, dan sikap
masyarakat setempat. Ketiga, masyarakat memperoleh hak untuk
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‘urun rembug’ dalam menentukan program-program pembangunan
yang dilaksanakan.
Berdasarkan Undang- undang Nomor 23 tahun 2014 dalam
pasal 1 ayat 41 menyatakan bahwa partisipasi  masyarakat adalah
peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi,
pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah. Desa sebagai bagian terkecil dari
kepemerintahan mempunyai wewenang dalam merencanakan
pembangunan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakatnya, dan pemerintah desa yang paling dekat dan paling
mengetahui segala kebutuhan masyarakatnya.Sehingga pemerintah
desa dapat mengelola segala urusan Sumber Daya Alam (SDA),
Sumber Daya Manusia (SDM), administratif dan pengelolaan
keuangan yang berdasarkan kebutuhan dan kepentingan
masyarakatnya. Sebagaimana yang terkandung pada prinsip dari
otonomi daerah dan Undang-undang Dasar, peraturanpemerintah
(PP) dan Surat Edaran menteri dalam Negeri bahwa partisipasi
masyarakat sangat dibutuhkan dalam melaksanakan pembangunan
di desa, yaitu untuk mengikutsertakan masyarakat dalam bidang
pembangunan baik dari segi perencanaan, pelaksanaan dan
pengontrolan.
Terkait dengan bentuk partisipasi masyarakat, ada empat
bentuk partisipasi masyarakat dalam perannya, yaitu:
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1. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di
wilayahnya perlu ditumbuhkan melalui forum yang
memungkinkan masyarakat berpartisipasi langsung dalam
proses pengambilan keputusan terhadap program
pembangunan di wilayah setempat.
2. Partisipasi dalam Pelaksanaan Pembangunan.
Diartikan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan
pembangunan, perlu adanya pemerataan sumbangan
masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan atau
bentuk korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang
akan diterima oleh masing-masing warga/masyarakat.
3. Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan
Bentuk partisipasi masyarakat dalam memantau dan
mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan sangat
diperlukan, guna mengetahui apakah tujuan yang dicapai
sudah sesuai dengan harapan. Selain itu juga untuk
memperoleh umpan balik tentang masalah/kendala yang
muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang sedang
dilaksanakan.
4. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan
Seringkali masyarakat tidak memahami manfaat dari
setiap program pembangunan secara langsung, sehingga
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hasil pembangunan menjadi sia-sia. Dengan demikian, perlu
adanya partisipasi masyarakat dengan kemauan dan
kesukarelaan untuk memanfaatkan hasil pembangunan,
misalnya: memanfaatkan jembatan penyeberangan jalan, dan
sebagainya.
Darike-4 tingkatan partisipasi secara umum masyarakat
Desa Pao sudah melaksanakan poin tersebut mulai dari
pengambilan walaupun terkadang tingkat partisipasinya masih
dikatakan belum maksimal.Tingkat partisipasi masyarakat pada
umumnya dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat yang dengan
sadar dan suka rela turut berpartisipasi dalam berbagai bentuk
mulai dari pembangunan hingga keikutsertaan dalam berbagai hal
yang ada di Desa. Bentuk dari sumbangsih dari masyarakat bukan
hanya berupa tenaga melainkan juga bisa berupa buah fikiran.
Keterlibatan berbagai pihak dalam hal ini adalah masyarakat
luas yang merupakan salah satu kunci yang sangat penting dalam
keberhasilanpembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan
perencanaan merupakan proses penting untuk mecapai hasil yang
diinginkan, perencanaan pembangunan desa merupakan hal
penting yang harus dilakukan oleh pemerintahan desa, dan wujud
dari visi misi kepala desa terpilih yang dituangkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), serta suatu
proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui
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urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang
tersedia.
Dalam proses perencanaan tersebut kepala desa harus
melibatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan, proses
yang melibatkan masyarakat ini, mencakup dengar pendapat yang
dilakukan secara terbuka dengan sejumlah besar warganegara
yang mempunyai kepedulian, dimana dengan pendapat ini disusun
dalam suatu cara untuk mempercepat para individu, kelompok
kepentingan dan para pejabat memberikan kontribusi mereka .
Keikutsertaan masyarakat Desa Pao dapat ditunjukkan
dalam berbagai bentuk tingkat partisipasi, salah satunya yaitu ikut
dalam proses musyawarah rencana Pembangunan Desa. Berikut
daftar nama-nama masyarakat yang hadir dalam musyawarah
rencana pembangunan Desa tahun 2015 - 2016 :
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Tabel 4.8
Daftar hadir masyarakat dalam Musyawarah rencana pembangunan Desa
Pao Tahun 2015
NO NAMA ALAMAT JABATAN
1 Ilfan Nasruddin, s.sip Amassangan 2 Sekcam
2 Lukman Amassangan 1 Kepala BPD
3 Attabe Amassangan 1 Kepala Desa
4 Makkawaru Amassangan 2 Sekertaris desa
5 M. djawaruddin Salaka Imam Desa
6 Sumardi Amassangan 2 Masyarakat
7 Rustam effendi Labbu Guru SDN 150 Pao
8 Sukardin Amassangan 2 Kaur pembangunan
9 Kamaluddin Salaka Kepala Dusun
10 Hajar Amassangan 1 Anggota BPD
11 Ningsih Amassangan 1 Staf
12 A. masnika Amassangan 1 Guru SMP 1 malbar
13 Nursipa Amassangan 1 Kepala  TK  Dharma
14 Hania Amassangan 1 Anggota BPD
15 Nurdiana Amassangan 1 Guru Amassangan 1
16 Sahrani salam Amassangan 1 Staf PKM malbar
17 Sainal Amassangan 1 KAUR pemerintahan
18 Hajar Amassangan 1 KAUR umum
19 Jasman Amassangan 2 Kadus Amassangan
20 Syamsuddin Amassangan 2 Staf kecamatan
21 Muslimin Salaka Staf kecamatan
22 Golang.A Amassangan 1 Anggota BPD
23 Hasni Amassangan 1 Kep. TK alami
24 Ruhaena Amassangan 1 PKK
25 Hajering Amassangan 1 Anggota BPD
26 Amiluddin Salaka Anggota BPD
27 Usmaria Amassangan 2 PKK
28 Sukri Amassangan 1 Masyarakat
29 Opu. DG. Pawana Amassangan 1 Kadus Amassangan 1
30 Maksur Amassangan 2 Anggota BPD
31 Rosida Amassangan 2 Anggota BPD
32 Herson Amassangan 2 Anggota BPD
33 Hasmi Salaka PKK
34 Nurhawi Amassangan 2 Kepsek Amassangan
Sumber data :Laporan hasil musyawarah rencana pembangunan Desa
Paopada tanggal 14 januari 2015
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Tabel 4.9
Daftar hadir masyarakat dalam Musyawarah rencana pembangunan Desa
Pao tahun 2016
No Nama Alamat Jabatan
1 Hajar Amassangan I Kepala Desa
2 Syafruddin Amassangan I Sekcam
3 Makkawaru Amassangan II Sekdes
4 Andi Hamsah Amassangan II Kasi Pelayanan Dasar
5 Hasan Amassangan II Kepala BPD
6 Sri kartika Salaka Kaur Umum
7 Jumardin S.pd Amassangan I Guru
8 Sainal Salaka Kaur Pemerintahan
9 H.Dg.magguna Amassangan II Imam Masjid
10 Mansyur Abu Amassangan II Tokoh Masyarakat
11 Rustam effendi S.pd Labbu Ka. SDN 150 Pao
12 Amiluddin Amassangan I Anggota BPD
13 Andi tassijelling Salaka Mayarakat
14 Djawaruddin Salaka Tokoh Masyarakat
15 Andi supri Salaka Masyarakat
16 Hajering Amassangan I Anggota BPD
17 Sappaile Amassangan II Mayarakat
18 Abdul pais Amassangan II KPMD
19 Hasan rahman Salaka Tokoh Masyarakat
20 Hamka S.pi Salaka PPL
21 Masna Salaka Anggota BPD
22 Hasrul Amassangan I Anggota BPD
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23 Herson Amassangan I Anggota BPD
24 Nasruddin Salaka Staf Kecamatan
25 Irfan Salaka Masyarakat
26 Kamaluddin Salaka Kadus Salaka
27 Sartika Salaka Masyarakat
28 Jasman Amassangan II Kadus Amassangan II
29 Nurhaemi S.pd Salaka Ketua Majelis Taklim
30 Suarsi S.pd Amassangan I Ketua Majelis Taklim
31 Nurlaila Salaka Masyarakat
32 Mariama Amassangan II Tokoh Masyarakat
33 Nurhana S.pd Salaka Ka. SDN 148
Amassangan
34 Suarding M Salaka Masyarakat
35 G. Amirullah Amassangan II Anggota BPD
36 M. said Amassangan II Staf Kecamatan
37 Miswana Amassangan II Pendamping local
38 Perawati sadik Amassangan I Aparat Desa
39 Lukman Pao Staf Kecamatan
40 Imelda Salaka Masyarakat
41 Nursanti Amassangan I PKK
43 Warti, ST Arusu Staf Kecamat
44 Gamal Amassangan II Kadus Amassangan I
Sumber Data : Laporan hasil musyawarah rencana pembangunan Desa
Pao pada tanggal 21 januari 2016.
73
Berdasarkan Tabel 4.7 dan tabel 4.8 menunjukkan bahwa
terjadi peningkatan partisipasi masyarakat Desa Pao. Hal ini terbukti
salah satunya dari kedatangan masyarakat yang ikut serta daelam
kegiatan tersebut yang bertempat dikantorDesa. Terjadi peningkatan
tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana
pembangunan Desa tahun 2015 hingga pada tahun 2016, walaupun
masih terbilang tidak begitu banyak jumlah perbedaan dari tahun
sebelumnya. Perbandingan yang ada yaitu kehadiran masyarakat
pada tahun 2015 sebanyak 34 orang dan pada tahun 2016
sebanyak 44 orang. Kesadaran masyarakat Desa Pao dalam proses
pembangunan perlahan sudah mulai mengalami perubahan.
Adapun daftar usulan masyarakat dalam musyawarah rencana
pembangunan Desa sebagai berikut :
Tabel 4.10
Daftar usulan dalam musyawarah rencana pembangunan Desa
No Daftar usulan masyarakat Keterangan
1. Pembangunan plat duiker
2. Rehab jembatan ke makam Petta Pao
3. Pengadaan air bersih
4. Pagar kantor Desa
5. Pembersihan/ pemeliharaan lingkungan dusun
6. Pemberdayaan generasi muda
7. Pemberdayaan PKK
8. Insentif kader posyandu
9. Insentif kader Desa siaga
10. Zebra Cross/rambu penyebrangan jalan
11. Pembuatan jalan baru
12. Bantuan guru ngaji
13. Pengadaan poskamling dusun amssangan 2
14. Pagar tembok SMPN 1 malangke barat
15. Pagar tembok SDN 148 amassangan
16. Pengadaan benur udang paname
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17. Pengadaan omposon tikus
18. Pembinaan pelatihan keterampilan
19. Sosialisasi pelatihan keterempilan
20. Drainase
21. Mobil perontok padi
22. Jamban keluarga
23. Pembuatan talud
24. Pengadaan gedung pertemuan serbaguna
25. Mesin babat rumput
26. Pengaspalan jalan
27. Jembatan beton
28. Pengadaan MCK
29. Sosialisasi lalu lintas perairan umum
Sumber data : hasil Musyawarah rencana pembangunan Desa Pao tahun
2016
Berdasarakan tabel diatas menunjukkan bahwa sebanyak 29
program usulan yang di musyawarahkan dalam perencanaan
pembangunan Desa Pao.Program tersebut berasal dari masyarakat
sendiri yang turut berkontribusi dalam memberikan sumbangsih
pemikiran.Akan tetapi dari semua jumlah usulan tersebut tidak
semuanya yang dapat di laksanakan oleh Pemerintah Desa. Ada
beberapa program yang tidak di laksanakan seperti pengadaan
benur udang paname, pagar tembok SDN 148 amassangan dan
SMP 1 malangke Barat, insentif kader kader posyandu serta insentif
kader Desa siaga. Hal yang menjadi pertimbangan terdapat
beberapa program usulan yang tidak dapat dilaksanakan karena
dianggap masih banyak yang jauh menjadi kebutuhan masyarakat,
serta di laksanakan pula sesuai dengan kondisi dana Desa.
Dalam hal ini, pembuatan jalan baru merupakan program
yang diusulkan oleh masyarakat Desa Pao. Walaupun dalam
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perencanaannya ada sebagian masyarakat yang menolak karena
permasalahan lahan yang akan di gunakan. Hal penting yang perlu
di perhatikan adalah kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap
program Desa. Oleh sebab itu penting bagaimana menumbuhkan
partisipasi Non Fisik masyarakat yaitu berupa kehadiran dan
menyalurkan aspirasi pemikiran terutama dalam tahap perencanaan
dan pengambilan keputusan.Karena keikutsertaan ini adalah ukuran
tingkat partisipasi masyarakat.Semakin besar kemampuan untuk
menentukan nasib sendiri semakin besar partisipasi dalam
pembangunan. Hal ini senada dengan wawancara oleh Kepala Desa
Pao bahwa:
“pembangunan yang ada di Desa Pao sebagian besar adalah
hasil musrenbang yang telah di laksanakan bersama
masyarakat. Secara tidak langsung ide dan gagasan
pembangunan awalnya merupakan bagian dari partisipasi
masyarakat Desa Pao, jadi mereka dalam hal ini ’masyarakat’
memang sudah turut berpartisipasi walaupun partisipasinya
memang masih dikatakan kurang”.20
Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa pada dasarnya
masyarakat sudah terlibat dalam pembangunan itu sendiri.Partisipasi
masyarakat dapat terlihat dengan adanya musrenbang di Desa
Pao.Keberhasilan suatu pembangunan, bagaimana bentuk dan
hasilnya tidak dapat dilepaskan oleh adanya putusan-putusan yaitu
melalui tahapan-tahapan pengambilan keputusan.Pada tahap
20 Hasil wawancara oleh Kepala Desa Pao, pada tanggal 16 januari 2017
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tertentu keterlibatan masyarakat sangatlah dibutuhkan mengingat
ide-ide atau pemikiran dapat menjadi bahan pertimbangan.
Pada tahap proses perencanaan inilah masyarakat Desa Pao
mulai mempersiapkan bagaimana rancangan kedepan
pembangunan yang akan dilaksanakan. Hal ini menjadi sangat
penting karena proses dari perencanaan merupakan suatu prosedur
yang secara umum dimaksudkan untuk membantu merumuskan
strategi dan mengelola perubahan masyarakat dalam kerangka
perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup di masa depan.
Dalam ketentuan umum permendagri pasal 1 ayat 10, bahwa
perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan
badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara
partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya
Desa dalam rangka mencapai pembangunan Desa.
Terkait dalam proses perencanaan pembangunan tekhusus
pada pembuatan jalan baru, terjadi penolakan di tengah
masyarakat Desa Pao. Padahal infrastruktur dalam hal ini
merupakan akses yang sangat berpengaruh dalam kehidupan
masyarakat.Dalam tahap perencanaannya, sebelum di laksanakan
musrenbang terlebih dahulu di adakan forum musyawarah antara
kepala dusun beserta aparat Desa.Dari musyawarah inilah
menghasilkan beberapa masukan sebelum pada akhirnya di
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rapatkan dalam musyawarah rencana pembangunan Desa. Seperti
yang dikemukakan oleh Kepala BPD :
“Sebelum kita melakukan yang namanya musrenbang terlebih
dahulu di adakan yang namanya musdus atau musyawarah
dusun. Dalam musyawarah dusun inilah kemudian saya
bersama bapak Kepala Desa meminta sejumlah Kepala dusun
untuk memaparkan hasil dari peninjuan nya tentang apa yang
kira-kira di butuhkan oleh masyarakat itu sendiri, dan tidak
menutup kemungkinan bahwa memang ada saja sebagian
dari masyarakat yang tidak merasa puas, tetapi kami bersama
jajaran Desa tetap berupaya semaksimal mungkin untuk
melakukan perbaikan dalam hal infrastruktur”.21
Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa dalam hal
pembangunan tentunya tidak semua masyarakat nantinya akan
merasa puas dengan apa yang sudah Pemerintah bersama aparat
nya jalankan. Akan tetapi Pemerintah beserta jajarannya berupaya
semaksimal mungkin untuk memberikan kepuasan didalam
pembangunan utamanya infrastruktur jalan.Dalam
perencanaannya, aparat Pemerintah merasa bahwa belum
maksimal dalam penyelenggaraanya. Masyarakat sudah dilibatkan
awal dalam proses perencanaan tersebut akan tetapi tidak
dipungkiri bahwa masih ada yang belumberpartisipasi dalam
menyampaikan keinginannya akan kebutuhan pembangunan yang
di inginkan.
Hal tersebut senada dengan pernyataan oleh salah satu
Tokoh masyarakat di Desa Pao:
“Memang masih ada sebagian masyarakat yang belum secara
21Hasil wawancara oleh ketua BPD, tanggal 16 januari 2017
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menyeluruh meyampaikan keinginannya untuk pembangunan.
Hal tersebut terjadi satunya karena kurangnya komunikasi
antara kepala desa dengan masyarakat yang mana turut
memicu kurangnya partisipasi masyarakat dalam
pembangunan infrastruktur. Karena kurangnya komunikasi
yang terjalin mengakibatkan sedikit pula informasi yang di
dapatkan akan kebutuhan yang saat ini di inginkan oleh
masyarakat Desa Pao”22
Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa kurangnya
komunikasi yang terjalin antara pihak dari Aparat Desa dalam hal
ini oleh  Kepala Desa Pao turut memicu rendahnya tingkat
partisipasi masyarakat.Padahal bentuk partisipasi masyarakat
berkaitan erat dengan bagaimana masyarakat merasa turut
dilibatkan dalam hal pembangunan. Sejalan dengan hal tersebut
Hobley mengidentifikasikan adanya tujuh tipe partisipasi yaitu :
1) Partisipasi Pasif yaitu Informasi yang dipertukarkan terbatas
pada kalangan professional diluar kelompok sasaran.
2) Partisipasi informative yaitu Masyarakat tidak diberi
kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan mempengaruhi.
3) Partisipasi yaitu Masyarakat berpartisipasi dengan cara
berkonsultasi.
4) Konsultatif yaitu Tidak ada peluang untuk pembuatan
keputusan bersama.
5) Partisipasi fungsional yaitu Masyarakat membentuk kelompok
untuk mencapai tujuan proyek.
6) Partisipasi interaktif yaitu Masyarakat berperan dalam analisis
22 Hasil wawancara oleh tokoh masyarakat Desa Pao, pada tanggal 19 januaru 2017
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untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan atau
penguatan kelembagaan.
7) Zelf mobilization ( Mandiri)
Dari ketujuh tingkat partisipasi tersebut, partisipatif
masyarakat dalam hal kolsuntasi yang kurang di rasakan oleh
masyarakat Desa Pao seperti pada hasil wawancara oleh salah satu
tokoh masyarakat.Kurangnya komunikasi yang terjalin antara
Kepala Desa dan masyarakat Desa Pao mengakibatkan adanya
ketidakpuasan di tengah masyarakat, ditambah lagi pada proses
musyawarah dusun hanyadihadiri oleh Pemerintah Desa beserta
Kepala Dusun Amassangan 1, Kepala dusun Amassangan II, dan
Kepala dusun Salaka. Dalam musyawarah tersebut hal yang
menjadi pembahasannya yaitu bagaimana merumuskan kebutuhan
pembangunan di Desa Pao yang nantinya akan dirapatkan lebih
lanjut dalam tahap Musrenbang. Salah satu kekurangan dari
musdus tersebut yaitu kurangnya warga yang hadir pada saat rapat
tersebut.
Hal tersebut juga di kemukakan oleh Kepala BPD  :
“Salah satu kekurangan dari musyawarah dusun yang di
lakukan beberapa tahun ini di Desa Pao yaitu tidak
menyertakan warga dalam rapat tersebut, akan tetapi bukan
berarti masyarakat tidak dilibatkan dalam proses
perencanaan. Sejumlah Kepala dusun diberikan tugas untuk
mengumpulkan data informasi akan apa saja keinginan
kebutuhan masyarakat dalam pembangunan. Setelah
mendapatkan informasi kemudian barulah kami beserta
seluruh yang terlibat di dalamnya melakukan musyawarah.
Akan tetapi kedepannya kami akan berusaha mengikut
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sertakan pula bukan hanya dalam hal ini Bapak Kepala Desa
dan sejumlah kepala dusun , tetapi juga sebagian
masyarakat Desa Pao agar terjadi keterbukaan satu sama
lainnya ‘’23
Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa dalam upaya
pembangunan di Desa Pao, sebelum adanya tahap Musrenbang
terlebih dahulu dilakukan musyawarah dusun.Hasil dari musyawarah
dusun inilah yang kemudian dirapatkan dalam Musrenbang. Akan
tetapi salah satu kelemahan dari musyawarah tersebut yaitu tidak
adanya sama sekali warga yang hadir. Masyarakat memang
sengaja tidak diundang karena dari tahun sebelumnya juga
diberlakukan hal yang sama, selain itu juga Pemerintah Desa
menganggap bahwa sudah dilakukan interaksi langsung ditengah
masyarakat agar warga dapat menyampaikan kebutuhannya, jadi
tidak perlu lagi untuk diikut sertakan dalam musyawarah tersebut.
Padahal apabila masyarakat juga dihadirkan dalam musyawarah
tersebut maka akan semakin menguatkan landasan pemerintah
Desa Pao dalam hal pembangunan, serta tidak menutup
kemungkinan pada saat kepala dusun sedang melakukan
wawancara di tengah masyarakat banyak pula yang tidak dapat
berpartisipasi karena kesibukan di ladang. Jadi, saat dilakukan
musyawarah dusun, masyarakat dapat berpartisipasi kembali baik
itu memberikan saran atau menambah masukan sebelum di
23 Hasil wawancara oleh ketua BPD, tanggal 16 januari 2017
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rapatkan pada proses Musrenbang.
Kegiatan perencanaan pada tahap musdus kemudian di
bawa pada ketingkat musrenbang dan menghasilkan sejumlah
rencana pembangunan.Dalam hal perbaikan pembangunan
infrastruktur, Pemerintah Desa Pao melakukan pembangunan pada
infrastruktur jalan.Pembuatan jalan baru adalah salah satu upaya
Pemerintah setempat dalam memudahkan masyarakat yang ingin
melakukan aktivitasnya. Masyarakat yang memang merasa
pembangunan tersebut penting untuk di jalankan merasa senang,
akan tetapi berbeda dengan masyarakat yang memang merasa
bahwa pembuatan jalan baru tersebut dapat merugikan pribadi
masyarakat tersebut merasa tidak puas.
Tabel 4.11
Rencana Kerja Pembangunan Desa Pao tahun 2016
No Jenis Kegiatan Lokasi Target
volume
Sumber Dana Keterangan
A Infrastruktur
1 Pengaspalan Jalan Se Desa Pao 5.000 m APBD Lanjutan
2 Pembuatan Jalan
baru
Dsn.
Amassangan II
514 m ADD Baru
3 Plat deker 3 Dusun 3 unit APBD Lanjutan
4 Pembuatan talud Poros makam
petta Pao
1.000 m APBD Lama
5 Drainase Se Desa Pao 7.000 m APBD Lanjutan
6 Jembatan beton Poros Lante-
lante
12 x 6 m APBD Lama
Sumber Data : Rencana kerja Pembangunan Desa ( RKPDESA) Th.2016
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Berdasarkan tabel 4.8 bahwa dalam Rencana Kerja
Pembangunan Desa, terdapat 6 jenis kegiatan infrastruktur.Dalam
Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDES) terdapat beberapa
diantara nya pengaspalan jalan, pembuatan jalan baru, plat deker,
pembuatan talud, drainase, dan jembatan beton yang merupakan
hasil dari daftar usulan musyawarah rencana pembangunan Desa.
Adapun sumber dana yang di dapatkan berasal dari APBD dan
ADD. Hal tersebut senada disampaikan oleh Kepala Dinas Badan
Pemberdayaan dan Pemberintahn Desa (BPMPD) :
“Terdapat beberapa sumber dana yang ada di Desa,
diantaranya berasal dari APBN, APBD, ADD, dan dana dari
provinsi. Apabila dana tersebut berasal dari APBN maka
tidak terdapat di dalamnya  pelibatan akan partisipasi
masyarakat. akan tetapi apabila berasal dari anggaran dana
desa di harapkan partisipasi masyarakat ikut serta di
dalamnya untuk mengawasi pelaksanaannya”.24
Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Pembangunan
di Desa berasal dari berbagai sumber dana. Misalnya dari APBN,
APBD, provinsi, serta dari ADD. Dari semua sumber dana
tersebut di harapkan muncul berbagai tingkat partisipasi
masyarakat dalam mengawasi jalannya pelaksanaan
pembangunan tersebut. Terkhusus untuk pembangunan
infrastruktur dalam hal ini pembuatan jalan baru memiliki sumber
dana dari ADD yang jumlahnya sebesar Rp. 57.795.700.
24Hasil wawancara oleh Kepala Dinas BPMPD, pada tanggal 27 januari 2017
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4.3.2 Partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan
Berdasarkan Undang-undang No 25 tahun 2004 yaitu
masyarakat bersama Pemerintah merupakan stakeholder dalam
sebuah pembangunan.Artinya masyarakat merupakan elemen
penting yang sangat menunjang keberhasilan dari
pembangunan, serta masyarakat juga diberikan peran yang
cukup sentral. Didalam pembangunan agar kiranya masyarakat
dapat berpartisipasi aktif dalam setiap tahap atau proses
pembangunan yang telah direncanakan oleh Pemerintah.
Keterlibatan dari anggota masyarakat dalam proses
pembangunan mutlak adanya, karena tanpa itu maka program
dari pembangunan yang dilaksanakan ataupun akan
dilaksanakan nantinya tidak akan tercapai sesuai dengan yang
diharapkan. Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan,
inisiatif dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan
tanggug jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan
diharapakan tumbuh berkembang sebagai suatu
partisipasi.Dalam pelaksanaan pembangunan tentunya ada
rangsangan dari Pemerintah agar masyarakat dalam
keikutsertaannya meiliki motivasi.
Hal tersebut senada disampaikan oleh Kepala BPMPD :
“Partisipasi masyarakat ada yang namanya kesadaran
kolektif, tanpa dibayar mereka dengan suka rela membantu.
Ada tiga faktor yg mempengaruhi partisipasi masyarkat
dalam pembangunan yaitu adanya rasa memiliki,
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masyarakat di libatkan dalam proses pembangunan, dan
yang terakhir memang masyarakat butuh. Jika dari ketiganya
tidak ada  maka jangan harap akan ada partisipasi
masyarakat khususnya dalam pembangunan”.
Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa masyarakat
pada dasarnya ada yang secara sadar sukarela turut
berpartisipasi dalam pembangunan walaupun tanpa diberikan
sejumlah upah. Terdapat 3 hal yang mendasari dari tingkat
kemauan partisipasi masyarakat dalam pembangunan,
diantaranya yaitu harus ada rasa saling memiliki, yang kedua
yaitu masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan, dan
yang ketiga yaitu memang secara umum masyarakat butuh.
Untuk terjadinya proses pembaharuan yang continue atau
berkesinambungan, maka perlu ada kerja sama dan dukungan
antara Pemerintah dan masyarakat dalam aspek dan segi
pembangunan. Kerjasama yang diharapkan Pemerintah dari
masyarakat adalah keikutsertaan dalam menyumbangkan
kemampuannya berupa pemikiran, keterampilan, bahan material,
dan terlebih lagi ialah masalah dana jika memang memungkinkan.
Terkait masalah pembangunan yang ada di Desa Pao,
terdapat partisipasi masyarakat dalam bentuk
materi/dana.Keterlibatan masyarakat Desa Pao dalam bentuk
sumbangan uang adalah partisipasi anggota masyarakat yang
secara sukarela menyumbangkan uang untuk pembangunan.
Berbagai upaya turut  dilakukan oleh  aparat Pemerintah Desa Pao
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dalam menggerakkan partisipasi masyarakat untuk menghimpun
dana yang cukup untuk menyelenggarakan pembangunan secara
berkelanjutan.
Hal tersebut senada disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Pao :
“Dalam pembangunan juga kami biasanya menyampaikan
kepada masyarakat bahwa bagi masyarakat khususnya
Desa Pao yang ingin berpartisipasi untuk pembangunan
dapat membantu dalam bentuk uang dalam bentuk swadaya
masyarakat.namun kami tidak memaksakan, hal ini karena
kami tidak bisa mengharap sepenuhya terhadap dana yang
ada dari kabupaten”25
Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa terdapat upaya
yang dilakukan oleh Aparat Desa utamanya dalam hal ini masalah
pembangunan.Cara yang dilakukan oleh Desa salah satunya yaitu
dengan menyampaikan kepada masyarakat apabila ada yang ingin
berkontribusi dalam hal pembiayaan untuk pembangunan di Desa
Pao.Salah satunya pembangunan yang berasal dari swadaya
masyarakat yaitu pembangunan masjid Hidayatullah yang berada di
dusun Amassangan II.Pembangunan berkelanjutan tersebut terus
menerus dilakukan guna memperbaharui masjid yang ada. Adapun
sumber dana yang berasal dari pembangunan tersebut dapat di
lihat pada tabel berikut :
25 Hasil wawancara oleh Kepala Desa Pao, pada tanggal 17 januaru 2017
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Tabel 4.12
Swadaya masyarakat dalam bentuk uang di Desa Pao
Jenis
Pekerjaan
Jumlah Golongan Besarnya sumbangan
PNS 30 IV Rp. 1.500.000 Pertahun
III Rp. 1.000.000 Pertahun
II Rp. 500.000 Pertahun
Petani/Pekerja
Tambak
600 Rp. 500.000 Pertahun
Rp. RP. 4.500.000 Pertahun
Sumber data : Sekertaris Desa Pao
Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa terdapat partisipasi
masyarakat di Desa Pao terkhusus pada pembangunan masjid.
Swadaya tersebut berdasarkan hasil Keputusan musyawarah oleh
sejumlah aparat Desa dan seluruh  masyarakat  yang memang
secara sukarela mau berkontribusi untuk pembangunan masjid.
Berdasarkan hasil musyawarah tersebut didapatkan sejumlah
kesepakatan yaitu masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai
PNS ditetapkan membayar uang pembangunan sebesar
Rp.1.500.000 untuk golongan IV.Hal yang menjadi pertimbangan
karena mereka dianggap mampu dalam berkontribusi lebih besar
dalam pembangunan masjid tersebut disesuaikan dengan
pendapatannya pula yang cukup besar perbulannya.
Sedangkan, bagi PNS yang memiliki golongan II dikenakan
biaya sebesar RP. 1.000.000, dan untuk golongan III, pegawai
tersebut hanya membayar senilai Rp. 500.000. Hal tersebut
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tentunya berkaitan dengan kesadaran masyarakat Desa Pao yang
secara sadar dan sukarela ingin memberikan sumbangsih dalam
bentuk dana. Dan bagi masyarakat yang mempunyai pekerjaan
sebagai petani atau pekerja tambak di kenakan sebesar
Rp.500.000 pertahunnya.
Bagi masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai PNS
golongan III harus membayar sama dengan mereka yang
berprofesi sebagai petani ataupun pekerja tambak sebesar
Rp.500.000. Hal tersebut terjadi karena PNS pada golongan III
dianggap cukup berat di berikan ketentuan sebesar itu. Sedangkan
bagi mereka yang memiliki pekerjaan sebagai petani ataupun
pekerja tambak di berikan jumlah yang paling sedikit pula karena
pendapatan mereka pertahunnya tidak menentu, tergantung dari
seberapa baik cuaca yang ada.Contohnya untuk pekerja tambak
dalam hal ini mereka yang mempunyai usaha budidaya rumput
laut.Masyarakat pada umumnya bisa mendapatkan sekitar 30 juta
perbulannya jika kondisi cuaca tidak sedang musim hujan.Akan
tetapi jika sebaliknya cuaca kurang mendukung maka para pekerja
tambak usaha budidaya rumput laut tersebut pun justru mendapat
kerugian dalam hal materi maupun tenaga.Hal inilah yang menjadi
pertimbangan khusus mengapa masyarakat PNS golongan III
ataupun masyarakat biasa di kenakan biaya sebesar itu.Jadi total
jumlah pendapatan tetap yang diterima oleh panitia pembangunan
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pertahunnya sebesar Rp.4.500.000 pertahun di luar dari
sumbangan lain yang masuk. Mengingat bahwa dana merupakan
salah satu penggerak utama dalam penyelenggaraan
pembangunan.Untuk itu sangat diperlukan pula partisipasi dari
masyarakat itu sendiri untuk memberikan kelancaran dalam
pembangunan Desa.
Terkait masalah pembangunan dalam bentuk swadaya
masyarakat berupa uang, terkhusus untuk masalah pembangunan
pada infrastruktur atau dalam hal ini pembuatan jalan baru yang
ada di Desa Pao, terdapat pula berbagai macam swadaya yang di
dapatkan.Walaupun memang pada awalnya ada sebagian
masyarakat yang menolak dilakukan pembangunan jalan tersebut,
mengingat bahwa tanah yang digunakan terdapat sebagian milik
lahan oleh masyarakat yang menginginkan untuk di lakukan
penggantian berupa uang.
Hal ini senada dengan hasil wawancara oleh Bapak Kepala
Desa Pao :
“Untuk masalah pembuatan jalan baru tersebut memang
pada awalnya masyarakat Desa Pao sebagian menolak
dilakukan pembangunan tersebut karena mereka
menginginkan adanya penggantian berupa uang.
Permasalahan yang ada dana yang ada hanya sebesar Rp.
57.795.700. Jika dana tersebut di peruntuhkan untuk
penggantian beberapa lahan masyarakat maka jelas tidak
akan cukup. Akan tetapi kami beserta seluruh jajaran Desa
terus berupaya bagimana memberikan pemahaman mendasar
bagi masyarakat mengingat pembuatan jalan baru tersebut
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untuk kepentingan dan kelancaran masyarakat itu sendiri”.26
Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa tingkat partisipasi
masyarakat dalam pembangunan infrastruktur khususnya pada
pembuatan jalan baru pada awalnya memang tidak begitu
baik.Terjadi penolakan ditengah masyarakat Desa Pao atas
kepemilikan lahan tersebut yang ingin diberikan penggantian
berupa uang.Hal tersebut tentunya turut menjadi perhatian khusus
utamanya oleh Bapak Kepala Desa Pao dalam memberikan
pemahaman bagi sejumlah masyarakat yang terkait.
Pembuatan jalan baru yang berada di dusun amassangan II
adalah hasil dari musrenbang pada tahun tahun 2015 dan masuk
dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa Pao tahun 2016.Walaupun
ada sebagian masyarakat yang menolak tetapi jumlah yang
menginginkan untuk di lakukan pembuatan tersebut lebih banyak
sehingga saat ini telah dilakukan pembuatan jalan tersebut.
Tabel 4.13
Kegiatan Pembuatan Jalan Baru di Desa Pao
Sumber data : sekertaris Desa Pao
26 Hasil wawancara oleh Bapak Kepala Desa Pao, pada tanggal 17 januari 2017
Kegiatan Pekerjaan Lokasi Anggaran Pelaksana Pengawas Sumber
Dana
Pemberdayaan
masyarakat
Desa
Pembuatan
jalan baru
514 meter
Dusun
Amassangan
II
Rp.
57.795.700
Tim
pelaksana
kegiatan
Masyarakat ADD
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Tabel 4.9 menunjukkan bahwa kegiatan pembuatan jalan
baru yang ada di Desa Pao berasal dari dana ADD dengan biaya
sebesar Rp. 57.795.700. Berdasarkan Peraturan Desa Pao Nomor
1 tahun 2016 tentang rencana kerja Desa bahwa alokasi dana
Desa yang selanjutnya singkat dengan ADD, adalah dana
perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran
Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi
Dana Alokasi Khusus. Berkaitan dengan hal tersebut Peraturan
Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana Desa yang
bersumber dari APBN pasal 2 yang menegaskan bahwa dana Desa
adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
Dalam kegiatan pembuatan jalan baru bertujuan untuk
memberdayakan masyarakat Desa khususnya dusun Amassangan
II dengan melibatkan masyarakat Desa Pao sebagai pengawas dari
pengerjaan pembuatan jalan baru tersebut.Munculnya proses
partisipasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat mendasarkan
atas dua pendekatan. Pertama, pelibatan masyarakat dalam
pemilihan, perancangan, perencanaan dan pelaksanaan program,
sehingga dengan demikian adanya jaminan pola sikap dan pola
pikir serta nilai-nilai dan pengetahuannya ikut
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dipertimbangkan.Kedua, membuat umpan balik yang pada
hakikatnya merupakan bagian yang tidak terlepaskan dari kegiatan
pembangunan.
Pemerintah Desa Pao memberikan pemahaman serta
komunikasi yang cukup kepada masyarakat terkait sehingga pada
akhirnya secara suka rela setuju tanah tersebut untuk pembuatan
jalan baru, mengingat jalan tersebut bukan merupakan
pembangunan yang besar. Jalan yang dibangun hanya memiliki
luas 514 meter. Pendekatan secara kekeluargaan pun turut
dilakukan oleh pihak dari Desa dalam memberikan pemahaman
oleh masyarakat yang bersangkutan sehingga pada akhirnya tidak
terjadi lagi penolakan ditengah masyarakat.
4.3.3 Partisipasi masyarakat dalam evaluasi Pembangunan
Berbagai hasil pembangunan yang telah tercapai dapat
dilihat berhasil apa tidaknya apabila dalam penilaian orang banyak
dianggap baik dan dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan
kebutuhan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi masyarakat
dalam memberikan penilaian terhadap kebijakan publik merupakan
sikap dukungan yang positif terhadap pemerintah. Partisipasi
masyarakat dalam evaluasi dapat dilakukan dengan memantau
hasil kebijakan publik dan pelaksanaannya. Pada tahap ini
masyarakat harus bersikap kritis terhadap apa-apa yang sudah
ditetapkan atau dilaksanakan oleh pemerintah. Tanpa adanya
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evaluasi dari masyarakat bisa terjadi penyimpangan pada
pelaksanaan kebijakan publik.
Menurut Wirawan evaluasi sebagai riset untuk
mengumpulkan,menganalisis, dan menyajikan informasi yang
bermanfaat mengenai objekevaluasi, menilainya dengan
membandingkannya dengan indikator evaluasi danhasilnya
dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek
evaluasi.Dari definisi evaluasi di atas dapat disimpulkan bahwa
evaluasi adalahsuatu proses mengumpulkan, menganalisis dan
mengkaji informasi untukmenentukan alternatif dalam mengambil
keputusan kebijakan darikeseluruhanprogram guna menyelesaikan
masalah dan merencanakan kegiatan akandatang mengenai suatu
objek evaluasi yang telah ditentukan.27
Sedangkan dalam upaya evaluasi atau pengawasan ada
tujuan yang ingin dicapai.Menurut Arikunto evaluasi program
bertujuan untuk mengetahui pencapaian program yang telah
dilaksanakan.Selanjutnya, hasil evaluasi program digunakan
sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan tindak lanjut atau
untuk melakukan pengambilan keputusan berikutnya.
Dari tujuan yang telah dikemukakan di atas dapat
disimpulkan bahwatujuan dari evaluasi program adalah untuk
menilai dan melihat secara sistematispencapaian target program
27Wirawan. 2011.Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi.Jakarta:Rajawali Pers.
93
sudah dilaksanakan dan sesuai dengan standar yangditentukan
agar dapat digunakan dalam mengambil keputusan
selanjutnyamengenai program.28
Berkaitan dengan tujuan dari evaluasi, hal yang sangat
penting dalam pembangunan yaitu adanya kesesuaian antara
perencanaan dan pelaksanaannya. Berdasarkan keputusan Kepala
Desa Pao Nomor 9 tahun 2017 tentang penunjukkan tim pengelola
kegiatan ( TPK) Desa Pao kecamatan Malangke Barat Kabupaten
Luwu Utara yang menegaskan bahwa Tim pengelola kegiatan
mempunyai tugas sebagai berikut:
1. TPK menyusun dan menetapkan rencana pelaksanaan
pengadaan barang atau jasa meliputi :
a. Pengadaan barang atau jasa dengan nilai sampai dengan
Rp. 50.000.000 ( lima puluh juta rupiah ) :
1) TPK membeli barang/jasa kepada 1 penyedia
barang/jasa.
2) Pembelian sebagaiman dimaksud pada angka 1,
dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis TPK dan
tanpa penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa.
3) TPK melakukan negosiasi ( tawar-menawar) dengan
penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang
lebih murah.
28Arikunto, Suharsimi. 2009.Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan.Jakarta: BumiAksara
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4) Penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi
berupa nota.
b. Pengadaan barang atau jasa dengan nilai diatas
Rp.50.000.000 sampai dengan Rp. 200.000.000( dua ratus
juta rupiah ) :
1) Penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran secara
tertulis dari penyedia barang/jasa dengan dilampir daftar
rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan,
volume, dan satuan.
c. Pengadaan barang atau jasa dengan nilai diatas
Rp.200.000.000( dua ratus huta rupiah ) :
1) TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa
terhadap kedua penyedia barang/jasa yang
memasukkan penawaran.
2) Hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian
antara ketua TPK dan penyedia barang/jasa yang
sekurang-kurangnya meliputi ruang lingkup pekerjaan,
nilai pekerjaan, para pihak, jangka waktu
pelaksanaan, hak dan kewajiban, sanksi
2. Nilai pengadaan barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada
angka 1 dapat ditetapkan berbeda oleh Bupati/Walikota sesuai
dengan kondisi wilayah masing-masing dan dalam batas
kewajaran.
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Berdasarkan surat keputusan diatas dijelaskan bahwa
dalam pembuatan jalan baru tersebut dikelola oleh Tim
Pengelola kegiatan (TPK). Sedangkan dalam bentuk
evaluasinya di awasi langsung oleh BPD dan masyarakat.
Sebagaimana di ketahui bahwa tugas dari BPD adalah :
a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala
Desa;
b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan
Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala
Desa;
d. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan
menyalurkan aspirasi masyarakat;
f. Memberi persetujuan pemberhentian/ pemberhentian
sementara Perangkat Desa;
g. Menyusun tata tertib BPD
Dari ketujuh tugas dari BPD tersebut, berdasarkan poin
kedua yang menjelaskan bahwa BPD berhak melaksanakan
pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan
Peraturan Kepala Desa.Hal tersebut berkaitan dengan bentuk
pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap kegiatan
pembuatan jalan baru di Desa Pao.
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Pada tahap kegiatan musyawarah, masyarakat Desa
Pao tidak diikutkan dalam kegiatan tersebut. Hal tersebut
demikian terjadi karena Pemerintah Desa mengganggap
bahwa tidak perlu lagi untuk melibatkan masyarakat karena
pada mulanya mereka sudah terlibat dalam proses
perencanaan pembangunan, masyarakat sudah dimintai apa
saja yang menjadi kebutuhannya dalam pembangunan
infrastruktur. Jadi,musyawarah dusun tersebut hanya diikuti
oleh sejumlah aparat Desa hingga sejumlah kepala dusun yang
nantinya hasil dari musyawarah tersebut di bicarakan kembali
dalam kegiatan musrenbang.Akan tetapi, kedepannya
Pemerintah menginginkan agar masyarakat juga dapat terlibat
dalam musyawarah tersebut karena kegiatan pembangunan
bukan untuk beberapa kelompok saja tetapi untuk seluruh
warga desa Pao.
Tingkat partisipasi masyarakat untuk Desa Pao pada
tahap pelaksanaan pembuatan jalan baru sudah
terbilangbaik.Partisipasi masyarakat diindikasikan sudah baik
karena masyarakat pada awalnya turut bergotong royong
membersihkan lahan yang akan digunakan, serta pembuatan
jalan baru tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang ada.
Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Kepala BPD :
“Pembuatan jalan baru yang ada di dusun Amassangan II
mulai dari tahap persiapannya, hingga pada proses
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pelaksanaannya sudah sesuai dengan apa yang
direncanakan. Dalam hal ini berupa besarnya volume ,
material yang di pakai, hingga pada proses pengerjaannya
sudah memenuhi syarat yang ada”29.
Berdasarkan hasil wawancara diatas dalam pembuatan
jalan baru yang ada di dusun Amassangan II sudah sesuai
dengan syarat yang telah di tentukan.Kesesuaian tersebut
dapat dilihat mulai dari perencanaan besarnya volume seluas
514 meter, hingga pada bahan bangunan yang dipakai.  Proses
dari evaluasi tersebut melibatkan langsung masyarakat karena
Pembangunan infrastruktur Desa harus lebih didasarkan atau
ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Dalam bentuk
partisipasinya salah satunya dapat ditunjukkan dengan
parsipasi aktif dalam bentuk evaluasi/pengawasan dalam
pembangunan.Evaluasi program dimaksudkan untuk
menganalisis, menilai, dan melihatseberapa jauh target
tersebut sudah tercapai. Adapun tim pelaksana evaluasi dalam
pembuatan jalan baru dapat dilihat pada tabel di bawah.
Tabel 4.14
Tim pelaksana evaluasi pembuatan jalan baru Desa Pao
No Nama Jabatan Pencapaian kinerja
1 Hasan Kepala BPD
Baik2 Hamid Masyarakat
29 Hasil wawancara oleh kepala BPD, pada tanggal 16 januari 2017
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Sumber data : Tim Pengelola Kegiatan ( TPK )
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan tingkat hasil evaluasi
kategori baik.Pemeriksaan pembuatan jalan baru dilakukan pada
tanggal 15 maret 2017.  Setelah pemeriksaan akhir, tim pengelola
kegiatan memberikan hasil dari pengawasan tersebut kepada
Kepala Desa sebagai penanggung jawab selanjutnya. ( Terlampir)
4.4 Faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam
Pembangunan Infrastruktur  Di Desa Pao
Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan tidak hanya
merupakan usaha pemerintah semata atau masyarakat saja, akan
tetapi suatu kegiatan bersama yang hasilnya diharapkan dapat
memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan
masyarakat. Keberhasilan pembangunan di Desa Pao merupakan
cermin dari keberhasilan pembangunan nasional, karena itu titik berat
pembangunan nasional diletakkan pada pembangunan Desa.Namun
demikian, peran serta masyarakat dalam proses pembangunan
tentunya banyak faktor yang mempengaruhi tingkat keterlibatannya
dalam pembangunan yaitu berupa faktor penghambat maupun faktor
pendukung :
4.4.1 faktor Pendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan
infrastruktur Di Desa Pao
Timbulnya partisipasi merupakan ekspresi dari perilaku
manusia itu sendiri untuk melakukan tindakan dan terlibat didalam
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suatu kegiatan.Pelaksanaan pembangunan merupakan perwujudan
dari perilaku yang didorong adanya faktor utama yang mendukung,
salah satunya adalah kemauan.Kemauan dari dalam masyarakat
itulah yang sebenarnya mendorong seseorang untuk dapat terlibat
didalam suatu kegiatan pembangunan apalagi kegiatan
pembangunan tersebut merupakan kebutuhan dan menjadi prioritas
mereka sebagai masyarakat setempat.Sehingga mereka tergerak
untuk terlibat didalam kegiatan pembangunan tersebut.
Keikutsertaan dalam suatu kegiatan pembangunan tidak
hanya timbul begitu saja akan tetapi karena ada yang
mendorongnya untuk turut berpartisipasi. Dalam menumbuhkan
semangat untuk melakukan partisipasi atau peranserta
masyarakatdalam kegiatan pembangunan, selain adanya unsur
kemauan, salah satu faktor yang mempengaruhi yaitu adanya
sumbangan dan dukungan dari masyarakat itu sendiri untuk terlibat
langsung dalam pencapaian tujuan dan keberadaan pembangunan
itu sendiri.Adapun beberapa faktornya yaitu sebagai berikut :
a. Sumbangan dan dukungan masyarakat
Dalam upaya menggerakkan program pembangunan, dana
merupakan salah satu penggerak utama yang menentukan
dalam penyelenggarakan pembangunan. Kenyataan dilapangan
menunjukkan bahwa pembangunan tanpa didorong oleh dana
yang memadai prosesnya akan pincang dan hal ini merupakan
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fenomena umum yang dialami setiap daerah tak terkecuali di
Desa Pao.
Dalam menumbuhkan semangat untuk melakukan
partisipasi atau peran serta masyarakat dalam kegiatan
pembangunan, selain dibutuhkan adanya berupa sumbangan
dana, dukungan yang kuat dari masyarakat dan pemerintah
Desa turut serta diperlukan dalam pembangunan. Oleh karena
itu, keseluruhan unsur tersebut terlibat secara langsung dalam
pencapaian tujuan dan keberadaanpembangunan itu sendiri.
Dusseldrop, mengidentifikasikan beragam bentuk-bentuk
kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga Negara
masyarakat berupa :
a. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat.
b. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok.
c. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk
menggerakkan partisipasi masyarakat lain.
d. sumber daya masyarakat.
e. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan.
f. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan
masyarakatnya.30
30 Aprillia Theresia, Krisnha dkk. 2015. Pembangunan berbasis masyarakat. Bandung Alfabeta. Hal
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Sejalan dengan teori diatas, salah satu bentuk dari
partisipasi masyarakat yaitu berupa sumber daya masyarakat.
Hal tersebut sangat penting mengingat masyarakat merupakan
kunci utama dalam setiap pembangunan.Berhasil atau tidaknya
suatu pembangunan salah satunya ditentukan dari keikutsertaan
masyarakat itu sendiri.
Adanya pembuatan jalan diharapkan salah satu alternatif
masyarakat dalam mempermudah jarak tempuh  atau  dalam
hal ini merupakan jalan pintas. Adapun bentuk sumbangan dan
dukungan masyarakat Desa Pao ditunjukkan berupa
pembebasan lahan secara sukarela. Seperti pada tabel berikut:
Tabel 4.15
Surat Pernyataan penggunaan Tanah
No Nama Pemilik
Tanah
Surat Pernyataan Penggunaan Tanah
1).
2).
3).
4).
5).
Abd. Majid
Muntaha. SE
Ali
Syamsuddin
iwan
Saya sebagai pemilik tanah yang akan digunakan
untuk pembuatan jalan baru sepanjang 514 m yang
terletak di Dusun Amassangan II Desa Pao yang
didanai oleh ADD Desa Pao Kecamatan Malangke
Barat dengan ini menyatakan tidak keberatan/tidak
menuntut ganti rugi atas tanah tersebut untuk
kelancaran kegiatan Pembangunan di Desa Pao
Kecamatan Malangke Barat.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan
sebenarnya agar dapat digunakan sebagiman
mestinya.
Mengetahui Kepala Desa Pao dan Ketua TPK Desa
Pao.
Sumber data : Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
Berdasarkan tabel diatas menggambarkan bahwa ada 5
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orang pemilik yang digunakan lahannya dalam pembuatan jalan
baru tersebut.Dalam pernyataannya mereka bersedia bahwa lahan
yang digunakan diberikan secara suka rela tanpa adanya
penggantian biaya. Surat pernyataan tersebut diketahui oleh bapak
Kepala Desa dan Ketua TPK Desa Pao.(Terlampir)
Senada dengan pernyataan tersebut berdasarkan hasil
wawancara dengan salah seorang pemilik lahan bahwa :
“Memang benar lahan yang digunakan dalam pembuatan
jalan baru tersebut diberikan secara suka rela. Saya pribadi
sebagai pemilik lahan menganggap bahwa lahan yang
digunakan tidak seberapa dengan apa hasil yang dirasakan
oleh dari hasil pembangunan tersebut. Saya pribadi juga
nantinya  akan turut merasakan dampak dari pembuatan
jalan tersebut mengingat ada juga lokasi lahan sawah saya
yang apabila pembuatan infrastruktur tersebut dapat
diselesaikan maka akan sedikit mempermudah waktu tempuh
saya. Walaupun memang perbandingan jarak tempuhnya
tidak seberapa tapi akan lebih meringankan”31
Berdasarkan hasil wawancara diatas oleh salah satu pemilik
lahan yang digunakan dalam pembuatan jalan baru bahwa secara
pribadi masyarakat tersebut dengan suka rela digunakan lahannya
untuk pembangunan pada infrastruktur jalan di Desa Pao. Hal
tersebut tentunya tidak terlepas dari tingkat kesadaran masyarakat
itu sendiri.Salah satu peningkatan berupa dukungan masyarakat
Desa Pao karena swadaya yang diberikan berupa lahan.Walaupun
lahan yang digunakan berdasarkan lahan dari masyarakat tidak
31 Hasil wawancara oleh salah satu pemilik lahan, pada tanggal 20 januari 2
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begitu banyak. Disini terlihat bahwa salah satu bentuk partisipasi
dalam proses pembangunan yang merupakan wujud dari rasa
tanggung jawab masyarakat adalah ada sikap mendukung terhadap
proses pembangunan antara lain ditunjukkan melalui partisipasi
aktif.
Logika sederhana dapat menunjukkan bahwa kepemilikan
tanah biasanya merekam historis dan asal usul atau bahkan sejarah
suatu keluarga atau kelompok masyarakat, sehingga sebenarnya
menangani pelepasan tanah jika bukan atas sumbangan dan
dukungan secara suka rela pemiliknya, maka menjadi hal yang
sangat kompleks dan rumit untuk bisa diselesaikan.
b. Faktor Kesadaran atau kemauan
Keikutsertaan dalam suatu proses pembangunan bukan
timbul begitu saja akan tetapi karena ada yang mendorongnya
untuk partisipasi. Salah satu diantaranya adalah faktor
kesadaran masyarakat itu sendiri.
Proses dari pembangunan di Desa tidak hanya
membutuhkan tanggung jawab bersama akan tetapi dibutuhkan
faktor kemauan untuk ikut langsung menyelesaikan
pembangunan yang ada. Berdasarkan pernyataan tersebut
sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh verhangen.
Menurut verhangen, sebagai suatu kegiatan partisipasi
merupakan bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang
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berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan
manfaat.Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tersebut dilandasi
oleh adanya kesadaran yang dimiliki oleh yang bersangkutan.32
Hal ini dimaksudkan agar apa yang menjadi cita-cita
pembangunan dapat tercapai yakni memberikan hidup sejahtera
kepada semua warga masyarakat, demikian pula halnya dengan
warga Desa Pao. Dalam pembuatan jalan baru di dusun
amassangan II, kesadaran atau tingkat kemauan masyarakat
setempat untuk mendukung pembangunan tersebut terbilang
sudah baik. Salah satu bukti bahwa adanya kesadaran
masyarakat untuk ikut berpartisipasi yaitu dengan membebaskan
lahannya.
Terjadinya suatu pembangunan yang ada di Desa Pao tidak
terlepas dari campur tangan dari masyarakat itu
sendiri.Pembangunan Infrastruktur yang baik turut memicu
lajunya pertumbuhan ekonomi utamanya bagi masyarakat yang
mempunyai pekerjaan sebagai petani.
Terkait masalah pembuatan jalan baru yang ada di dusun
Amassangan II, berbagai tingkat partisipasi masyarakat muncul
dalam pembuatan jalan tersebut.Dalam hal ini swadaya yang
ada berupa tenaga. Bagi kaum pria yang memang merasa tidak
32 Aprilia Theresia, Krisnha dkk. 2015. Pembangunan berbasis masyarakat. Bandung : Alfabeta.
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berkecukupan mereka dengan suka rela bergotong royong
membersihkan lahan yang akan digunakan untuk pembuatan
jalan baru  tersebut, walaupun masyarakat yang ada tidak
seberapa. Sedangkan, bagi kaum perempuan mereka disibukkan
dengan menyediakan berbagai olahan masakan seperti kue dan
teh hangat.  Hal tersebut  merupakan tingkat kemauan
masyarakat dengan sukarela berpartisipasi dalam pembuatan
jalan baru. Tanah tersebut awalnya hanya berupa hutan yang di
kelilingi oleh sejumlah sawah masyarakat.Hal ini lah yang juga
menjadi salah satu alasan mengapa perlu dilakukan pembuatan
jalan baru.
Kesadaran atau kemauan masyarakat Desa Pao dalam
pembuatan jalan baru juga salah satunya terlihat dari sikap
masyarakat yang pada awalnya tidak begitu merespon
pembangunan jalan tersebut. Akan tetapi dengan upaya yang
dilakukan Pemerintah Desa melalui pendekatan kekeluargaan
maka perlahan kemauan untuk terlibat dalam pembuatan jalan
tersebut mulai mendapat respon di tengah masyarakat.
Adapun dampak yang ditimbulkan dari adanya pembuatan
jalan baru seperti : Mempermudah pengangkutan hasil bumi,
sebagai jalan pintas bagi anak sekolahan mengingat jalan
tersebut merupakan jalan strategis untuk kesekolah, serta
Masyarakat yang pada awalnya harus berputar sekitar 2 km
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untuk keladang kini dimudahkan dengan jalan tersebut. Dengan
adanya dampak tersebut, masyarakat sekitar merasa bahwa ada
kemudahan dari akses jalan tersebut.
4.4.2 Faktor Penghambat partisipasi masyarakat dalam
pembangunan infrastruktur Di Desa Pao
Pentingnya kesadaranserta tanggung jawab sebagai
manusia yang hidup ditengah masyarakat diharapkan mampu
meningkatkan partisipasinya terkhusus dalam bidang
pembangunan. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat
dalam pembangunan, salah satu bentuk kepedulian pemerintah
terhadap pengembangan wilayah pedesaaan adalah adanya
anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk
pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi
Dana Desa (ADD). Inilah yang kemudian melahirkan suatu
proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan
digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD).
Maksud pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah
sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk
mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang
ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat
dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan
masyarakat.Akan tetapi , dana Desa juga dapat menjadi faktor
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yang mampu mengurangi tingkat partisipasi masyarakat dalam
pembangunan.
a. Faktor adanya Dana Desa
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
Pasal 1 tentang Dana Desa, menyebutkan bahwa dana desa
merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan
dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa ynag
ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab dari kurangnya
tingkat partisipasi masyarakat di Desa Pao. Sebagian
masyarakat menganggap bahwa dengan adanya dana Desa
maka secara umum partisipasi masyarakat tidak begitu
dibutuhkan lagi.
Hal ini senada dikemukakan oleh salah satu masyarakat Desa
Pao:
“Secara umum dana Desa kan memang di peruntuhkan
untuk berbagai pembangunan yang ada di Desa. Jadi
wajar kalau partisipasi sebagian masyarakat disini juga
bervariasi karena adanya pemikiran bahwa  dana tersebut
dapat menutupi segala pembangunan di Desa Pao”.33
33 Hasil wawancara oleh masyarakat Desa Pao, pada tanggal 21 januari 2017
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Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa
masyarakat Desa Pao sebagian menganggap bahwa dana
yang ada untuk Desa dapat menutupi dan membiayai segala
keperluan dalam pembangunan yang ada di Desa. Hal
tersebut tentunya menjadi salah satu tantangan bagi
Pemerintah Desa. Padahal, dana Desa merupakan salah
satu penggerak terjadinya pertumbuhan pembangunan di
Desa. Pemerintah sebagai penyelenggara dari
pembangunan tersebut harus memusatkan subyek
pembangunan berdasarkan kebutuhan oleh masyarakat
Desa Pao. Akan tetapi, sebagai pelaksana kegiatana
tentunya mempunyai tantangan dalam proses
pembangunan.
Hal ini senada dikemukakan oleh Kepala BPD :
‘’Tantangan terbesar saat ini khususnya untuk seluruh
aparat Pemerintah Desa yaitu bagaimana meyakinkan
masyarakat nya agar dapat terus ikut andil dalam
sejumlah pembangunan yang ada di Desa, mulai dari
perencanaannya hingga pada proses pengawasannya
tanpa memikirkan adanya bantuan dana dari Daerah
ataupun dari provinsi”.34
Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Pao
bahwa:
“Harus diakui bahwa masih terdapat sebagian warga desa
kami yang meskipun telah diajak langsung dan telah
disosialisasikan untuk ikut berpartisipasi namun mereka
tetap lebih memilih untuk bekerja di ladang mereka dan
34 Hasil wawancara oleh Kepala BPD, pada tanggal  16 januari 2017
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ada juga yang mengatakan bahwa anggaran setiap
pembangunan dari pemerintah sudah ada (dana Desa)”.35
Berdasarkan dari hasil wawancara diatas bahwa dana Desa
yang awalnya diberikan demi untuk kelancaran pembangunan serta
diharapkan dapat memberdayakan masyarakat Desa ternyata tidak
begitu berdampak positif ditengah masyarakat Desa Pao. Terdapat
sebagian dari masyarakat yang meskipun diajak langsung untuk
ikut berpartisipasi namun mereka lebih memilih untuk bekerja
diladang mereka karena anggapan bahwa Pemerintah sudah
mempunyai dana Desa. Jadi dalam pembuatan jalan baru tersebut
awalnya sedikit terkendala karena kurangnya biaya material dan
juga faktor penghambat lainnya karena ada sebagian masyarakat
yang tidak ingin berkontribusi dalam bentuk swadaya tenaga
maupun materi.
Adanya dana  Desa turut berdampak positif maupun negatif.
Adapun dampak positifnya yaitu dapat meningkatkan
pemberdayaan, kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan di
Pedesaaan khususnya Desa Pao. Sedangkan, dampak negatif dari
adanya dana Desa yaitu mengurangi tingkat gotong royong
masyarakat.
Hal tersebut senada dikemukakan oleh salah satu tokoh
masyarakat Desa Pao :
35 Hasil wawancara oleh Kepala Desa Pao, pada tanggal 21 januari 2017
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“Jiwa bangsa Indonesia dalam UU adalah sifat gotong
royong.Akan tetapi hal tersebut justru sudah mulai hilang di
tengah masyarakat Desa Pao. Sebelum adanya dana Desa
masyarakat setiap hari jumat rutin melakukan gotong royong
.Sedangkan,  setelah adanya bantuan dana Desa masyarakat
sudah acuh terhadap pembangunan yang ada. Misalnya saja
sebelum ada yang namanya pembuatan talud atau pun drainase,
Desa Pao tidak pernah mengalami  bencana banjir. Akan tetapi
mengapa pada saat adanya dana Desa justru malah
memunculkan bencana banjir di tengah pemukiman warga. Hal
tersebut terjadi tentunya karena sebelum adanya pembangunan
drainase masyarakat secara rutin membersihkan selokan
mereka masing-masing.  Tetapi setelah adanya perbaikan
selokan tersebut ( drainase), rasa gotong royong masyarakat
Desa Pao sudah berkurang“.36
Berdasarkan hasil wawancara diatas sifat gotong royong
masyarakat Desa Pao mulai berkurang. Hal tersebut salah satunya
dampak dari adanya dana Desa. Jika kita berbicara masa lalu,
mudah sekali menemukan budaya gotong royong dalam berbagai
bentuk. Mulai dari kerja bakti yang seringkali dilakukan warga
masyarakat setiap satu minggu sekali hingga budaya gotong
royong antar umat beragama. Selain itu partisipasi masyarakat
dalam bentuk tenaga yang mulai memudar akibat dampak dari
adanya dana Desa seperti membersihkan saluran air, perbaikan
jalan, membersihkan kantor Kecamatan, serta kegiatan yang
membutuhkan partisipasi langsung dari masyarakat. Padahal,
budaya gotong royong adalah identitas nasional. Karenanya
budaya gotong royong seharusnya terus dijaga supaya terus
diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan sebaliknya dengan
36 Hasil wawancara oleh tokoh masyarakat Desa Pao, pada tanggal 17 januari 2017
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adanya dana Desa justru mengurangi partisipasi masyarakat Desa
Pao dalam Pembangunan.
b. Faktor Rendahnya Tingkat Pendidikan Masyarakat.
Pendidikan merupakan cermin keadaan penduduk suatu
desa yang dapat mempengaruhi terhadap daya pandang dan
berdampak pada perilaku/cara membangun desa. Salah satu
faktor yang menyebabkan terjadinya berbagai perubahan di
muika bumi ini adalah karena faktor pendidikan.Jika
dihubungkan dengan tingkat pendidikan dengan partisipasi
masyarakat pembangunan, maka kenyataan menunjukkan
adanya hubungan yang erat. Masyarakat yang  memiliki tingkat
pendidikan yang tinggi biasanya mempunyai perhatian yang
besar terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan,
sedangkan bagi masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan
yang rendah biasanya mempunyai perhatian yang rendah pula
dalam proses pembangunan.
Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Desa Pao
menjadi kendala bagi pencapaian program pembangunan.
Pengembangan pola pikir masyarakat sangat terbatas terhadap
program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa,
misalnya penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan,
tata cara pelaksanaan pembangunan partisipatif dan lainnya,
daya serap masyarakat sangat lemah sehingga hasil dari
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penyuluhan tersebut tidak mencapai hasil yang maksimal.
Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat desa Pao salah
satunya berdampak pada kurangnya kesadaran partisipasi
masyarakat di bidang pembangunan jalan desa.
Senada dengan pernyataan di atas di sampaikan berdasarkan
hasil wawancara oleh tokoh masyarakat Desa Pao :
“Terkhusus untuk masyarakat Desa Pao memang tingkat
pendidikan yang masih reltif rendah turut menjadikan salah
satu faktor penghambat bagi pembuatan jalan baru tersebut.
Mengapa demikian karena masyarakat yang memang
kurang pengetahuannya tidak begitu aktif dalam
pembangunan tersebut, tetapi berbanding bagi masyarakat
yang memang memiliki pendidikan yang cukup maka dapat
berkontribusi lebih banyak lagi”.37
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan
bahwa jika tingkat pendidikan seseorang lebih cukup maka
kontribusinya terhadap pembangunan juga akan lebih banyak
dibandingkan dengan mereka yang meiliki tingkat pendidikan
yang relatif rendah. Berikut merupakan tingkat pendidikan
masyarakat Desa Pao :
Tabel 4.16
Tingkat pendidikan masyarakat Desa Pao
No Tingkat Pendidikan Jumlah Keterangan
1. SD 2.786 -
2. SLTP 1.145 -
3. SLTA 900 -
4. Sarjana 50 -
5. Magister 3 -
6. Doktor - -
37 Hasil wawancara oleh tokoh masyarakat, pada tanggal 16 januari 2017
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7. Tidak tamat 9 SD sebanyak 5, SMP 3, dan
SMA 1 orang
Sumber data : Profil Desa Pao
Berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan bahwa masyarakat
Desa Pao memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Hal tersebut
terbukti jumlah pendidikan didominasi pada tingkat SD , sedangkan
tidak ada untuk pendidikan sampai pada gelar Doktor. Hal tersebut
menjadi perhatian khusus oleh Pemerintah Desa karena tingkat
pendidikan sangat berpengaruh pada proses pembangunan.
Dengan adanya pendidikan, masyarakat bisa berpikir kreatif dan
mampu mengikuti perubahan seperti penggunaan inovasi baru,
penerapan teknologi, dan pola pikir yang brorientasi pada
pembangunan. Masyarakat yang tidak mampu berubah untuk
mengikuti perkembangan zaman akan semakin tertinggal. Dalam
keadaan seperti ini, struktur ekonomi masyarakat pedesaan akan
tetap berada dalam ambang kemiskinan. Berkaitan dengan tingkat
pendidikan masyarakat Desa Pao secara umum, berikuttingkat
pendidikan dari pemilik lahan:
Tabel 4.17
Tingkat pendidikan pemilik lahan di Desa Pao
No Nama Tingkat Pendidikan Alamat
1 Abd. Majid SMP Dsn. Amassangan II
2 Muntaha. SE S1 Dsn. Amassangan II
3 Ali SD Dsn. Amassangan II
4 Syamsuddin SMA Dsn. Amassangan 1
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5 Iwan SMP Dsn. Salaka
Sumber data :Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
Berdasarkan tabel diatas menggambarkan bahwa tingkat
pendidikan pemilik tanah yang paling rendah yaitu tingkat SD dan
tingkat pendidikan yang tertinggi yaitu S1.Perencanaan pembuatan
jalan baru pada awalnya ada sebagian masyarakat yang menolak
untuk membebaskan lahannya. Dengan tingkat pendidikan
seseorang  yang tinggi, turut mempengaruhi pemahaman
seseorang utamanya dalam hal pembangunan. Masyarakat yang
menolak pembuatan jalan baru hanya sampai lulusan Sekolah
Dasar.Selain itu kurangnya tingkat pendidikan memberikan dampak
pada kondisi pemikirannya.Selain itu penggantian dalam bentuk
uang menjadi keinginan oleh masyarakat bersangkutan. Hal ini
menggambarkan kurangnya pemahaman akan pentingnya
pembangunan, baik secara pribadii ataupun kepentingan orang
banyak.Sedangkan bagi masyarakat lulusan sarjana, tidak
mempermasalahkan pembebasan lahan tersebut.
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BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada bab IV yang menyajikan hasil
penelitian dan pembahasan mengenai Partisipasi masyarakat dalam
pembangunan Infrastruktur di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat
Kabupaten Luwu Utara disimpulkan bahwa:
1. Keberhasilan proses pembangunan tidak dapat dipisahkan dari
partisipasi masyarakat. Adanya partisipasi masyarakat dapat
mempengaruhi proses pembangunan mulai dari perencanaan,
Pelaksanaan, serta pada proses evaluasi.
- Dalam hal perencanaan telah mengalami peningkatan.
Dilihat dari daftar hadir masyarakat pada tahun 2015 dan
2016  yang mengikuti musrenbang terjadi kesadaran akan
pentingnya perencanaan pembangunan.  Dalam tahap
perencanaannya, sebelum di laksanakan musrenbang
terlebih dahulu diadakan forum musyawarah antara kepala
dusun beserta aparat Desa.
- Pelaksanaan pembangunan dalam pembuatan jalan baru
melibatkan swadaya masyarakat, walaupun pada awalnya
ada sebagian masyarakat yang menolak dilakukan
pembangunan jalan tersebut, mengingat tanah yang
digunakan sebagian milik lahan masyarakat yang
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menginginkan untuk di lakukan penggantian berupa uang.
Akan tetapi masyarakat akhirnya berpartisipasi dalam
pembuatan jalan.
- Hasil dari proses evaluasi yang di lakukan terkait pembuatan
jalan baru tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang ada.
Mulai dari tahap perencanaan awalnya sudah melibatkan
seluruh masyarakat Desa Pao, hingga proses
pelaksanaannya sesuai dengan besarnya volume yang dii
tentukan, material yang di gunakan, hingga proses
pengerjaannya tidak menyalahi waktu yang ditentukan.
2. Keberhasilan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Pao di
pengaruhi oleh berbagai macam faktor baik yang sifatnya
pendukung maupun penghambat.
- Faktor yang menjadi pendukung partisipasi masyarakat dalam
pembuatan jalan baru yaitu Adanya sumbangan dan
dukungan serta adanya kemauan/kesadaran dari
masyarakat Desa Pao. Salah satu bukti bahwa adanya
kesadaran dan bentuk dukungan masyarakat untuk ikut
berpartisipasi  yaitukesediaan membebaskan lahannya.
- Faktor penghambat dalam partisipasi masyarakat Desa
Pao yaitu adanya dana Desa. Adanya dana Desa turut
berdampak negatif karena mampu mengurangi sifat
gotong royong masyarakat Desa Pao yang selama ini
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tertanam dengan baik. Selain itu adalah rendahnya tingkat
pendidikan.Hal ini menjadi kendala bagi pencapaian
program pembangunan, dan pengembangan pola pikir
masyarakat yang sangat terbatas terhadap program-
program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.
5.2 Saran
1. Partisipasi masyarakat Desa Pao dalam pembangunan
infrastruktur perlu ditingkatkan lagi serta Pemerintah  sebagai
pelaksana tugas yang ada di Desa Pao harus lebih
mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam berbagai
musyawarah Desa, terkhusus untuk musyawarah dusun.
2.Pemerintah Desa perlu memberikan pemahaman kepada
masyarakat tentang penggunaan dana yang sesuai untuk
keperluan pembangunan, serta mengembalikan rasa gotong
royong masyarakat Desa Pao.
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1. BIDANG : - NON BIDANG / PENDAPATAN
2. KEGIATAN : - - NON KEGIATAN / PENDAPATAN
3. WAKTU PELAKSANAAN : TAHUN ANGGARAN 2016
1 2 3 4 5 6 SATU
AN
 HARGA
SATUAN
3 4 5=3x4 6 7 8 = 5 x 7
1. PENDAPATAN 984,139,000
1. 1. PENDAPATAN ASLI DESA -
1. 1. 1. HASIL USAHA -
1. 1. 1. 1. Hasil Bumdes -
1. 1. 1. 2. Hasil Tanah Kas Desa -
1. 1. 2. HASIL ASET -
1. 1. 2. 1. Hasil Pasar Desa -
1. 1. 2. 2. Hasil Jaringan Irigasi -
1. 1. 2. 3. Hasil Tambatan Perahu -
1. 1. 2. 04. Hasil Tempat Pemandian Umum -
1. 1. 3. SWADAYA, PARTISIPASI & GOTONG ROYONG -
1. 1. 3. 1. Swadaya Masyarakat -
1. 1. 3. 2. Partisipasi Masyarakat -
1. 1. 3. 3. Gotong Royong -
1. 1. 4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DESA YANG SAH -
1. 1. 4. 1. Hasil Pungutan Desa -
1. 2. PENDAPATAN TRANSFER 984,139,000
1. 2. 1. DANA DESA DARI APBN 608,488,000
1. 2. 1. 1. Dana Desa dari APBN 608,488,000
- Dana Desa dari APBN 1 1 1 Tahun 608,488,000 608,488,000
1. 2. 2. BAGIAN DARI HASIL PAJAK & RETRIBUSI KABUPATEN/KOTA 7,416,000
1. 2. 2. 1. Bagian dari Hasil Pajak Kabupaten/Kota 5,774,000
- Bagian dari Hasil Pajak Kabupaten 1 1 1 Tahun 5,774,000 5,774,000
1. 2. 2. 2. Bagian dari Hasil Retribusi Kabupaten/Kota 1,642,000
- Bagian dari Hasil Retribusi Kabupaten 1 1 1 Tahun 1,642,000 1,642,000
1. 2. 3. ALOKASI DANA DESA 368,235,000
1. 2. 3. 1. Alokasi Dana Desa 368,235,000
- Alokasi Dana Desa 1 1 1 Tahun 368,235,000 368,235,000
1. 2. 4. BANTUAN KEUANGAN -
1. 2. 4. 1. Bantuan Provinsi -
1. 2. 4. 2. Bantuan Kabupaten/kota -
1. 3. PENDAPATAN LAIN-LAIN -
1. 3. 1. HIBAH & SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA YANG SIFATNYA TIDAK MENGIKAT -
1. 3. 1. 1. Hibah & Sumbangan dari pihak Ketiga yang Siatnya Tidak Mengikat -
1. 3. 2. LAIN-LAIN PENDAPATAN DESA YANG SAH -
1. 3. 2. 1. Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga -
1. 3. 2. 2. Bantuan Perusahaan Yang Berlokasi di Desa -
984,139,000
Pao,  4  Pebruari  2016
Disetujui / Mengesahkan,
Pj. KEPALA DESA PELAKSANA KEGIATAN
MAKKAWARU SAINAL
RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA PAO KECAMATAN MALANGKE BARAT
TAHUN ANGGARAN 2016
KODE REKENING
U R A I A N
JUMLAH
1 2
VOLUME
J U M L A H ………
DISUSUN BERDASARKAN PERATURAN DESA PAO NOMOR 04 TAHUN 2016
ANGGARAN
RINCIAN PERHITUNGAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PAO TAHUN ANGGARAN 2016
SEKRETRIS DESA
MAKKAWARU
Rencana Anggaran Biaya APB-Des Desa Pao Tahun 2016 Halaman 1 dari 20 Halaman
1. BIDANG : 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
2. KEGIATAN : 1. 1. PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN
3. WAKTU PELAKSANAAN : TAHUN ANGGARAN 2016
1 2 3 4 5 6 SATU
AN
 HARGA
SATUAN
3 4 5=3x4 6 7 8 = 5 x 7
2. B E L A N J A 195,391,460
2. 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 195,391,460
2. 1. 1. PENGHASILAN TETAP & TUNJANGAN 195,391,460
2. 1. 1. 1 Belanja pegawai 195,391,460
2. 1. 1. 1 01. Penghasilan Tetap dan Tunjangan 195,391,460
2. 1. 1. 1 01. 01. Penghasilan Tetap Kepala Desa & Perangkat Desa 104,900,000
1. Kepala Desa ……………………………………………………………………………………. 1 5 5 OB 2,500,000 12,500,000
2. Sekretaris Desa …………………………………………………………………………. 0 12 0 OB - -
3. Kaur / Kasi ………………………………………………………………………………. 4 12 48 OB 1,100,000 52,800,000
4. Kepala Dusun……………………………………………………………………….. 3 12 36 OB 1,100,000 39,600,000
2. 1. 1. 1 01. 03. Tunjangan Operasional Kepala Desa & Pejabat Kepala Desa yang berstatus Sebagai ASN/PNS 13,125,000
1. Penjabat Kepala Desa …………………………………………………………………………………….1 7 7 OB 1,875,000 13,125,000
2. 1. 1. 1 01. 04. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 76,800,000
1. Ketua BPD……………………………………………………………………………… 1 12 12 OB 1,000,000 12,000,000
2. Wakil Ketua ………………………………………………………………………………. 1 12 12 OB 700,000 8,400,000
3. Sekretaris ……………………………………………………………………………. 1 12 12 OB 700,000 8,400,000
4. Anggota BPD ……………………….........................……………………… 8 12 96 OB 500,000 48,000,000
2. 1. 1. 1 01. 06. Iuran Asuransi Ketenagakerjaan Kepala Desa & Perangkat Desa 566,460
1. Kepala Desa ……………………………………………………………………………………. 1 5 5 OB 13,500 67,500
2. Sekretaris Desa …………………………………………………………………………. 0 12 0 OB 8,100 -
3. Kaur / Kasi ………………………………………………………………………………. 4 12 48 OB 5,940 285,120
4. Kepala Dusun……………………………………………………………………….. 3 12 36 OB 5,940 213,840
195,391,460
Pao,  4  Pebruari  2016
Disetujui / Mengesahkan,
Pj. KEPALA DESA PELAKSANA KEGIATAN
MAKKAWARU SAINAL
RINCIAN PERHITUNGAN
J U M L A H ………
JUMLAH
ANGGARAN
KODE REKENING
U R A I A N
VOLUME
1 2
SEKRETRIS DESA
MAKKAWARU
Rencana Anggaran Biaya APB-Des Desa Pao Tahun 2016 Halaman 2 dari 20 Halaman
1. BIDANG : 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
2. KEGIATAN : 1. 2. OPERASIONAL PERKANTORAN
3. WAKTU PELAKSANAAN : TAHUN ANGGARAN 2016
1 2 3 4 5 6 SATU
AN
 HARGA
SATUAN
3 4 5=3x4 6 7 8 = 5 x 7
2. B E L A N J A 39,141,000
2. 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 39,141,000
2. 1. 2. OPERASIONAL PERKANTORAN 39,141,000
2. 1. 2. 2 Belanja Barang & Jasa 14,746,000
2. 1. 2. 2. 01. Belanja Bahan Pakai Habis 2,350,000
2. 1. 2. 2 01. 01. Alat Tulis Kantor 2,350,000
- Biaya ATK 1 1 1 Tahun 2,350,000 2,350,000
2. 1. 2. 2. 03. Belanja Jasa Kantor 1,680,000
2. 1. 2. 2 03. 03. Belanja Listrik 360,000
- Biaya Belanja Listrik Kantor 1 12 12 Bulan 30,000 360,000
2. 1. 2. 2 03. 05. Belanja Surat Kabar dan Majalah 1,320,000
- Biaya Belanja Surat Kabar dan Majalah 1 1 12 Bulan 110,000 1,320,000
2. 1. 2. 2. 06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1,316,000
2. 1. 2. 2 06. 03. Belanja Penggandaan & Foto Copy 1,316,000
- Biaya pengganddan & foto copy 1 1 1 Tahun 1,316,000 1,316,000
2. 1. 2. 2. 11. Belanja Makanan dan Minuman 5,000,000
2. 1. 2. 2 11. 02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5,000,000
- Biaya makanan dan minuman rapat 1 1 1 Tahun 5,000,000 5,000,000
2. 1. 2. 2. 15. Belanja Perjalanan Dinas 3,500,000
2. 1. 2. 2 15. 02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Desa 3,500,000
- Biaya perjalanan dinas luar desa 1 1 1 Tahun 3,500,000 3,500,000
2. 1. 2. 2. 18. Belanja Pemeliharaan 900,000
2. 1. 2. 2 18. 06. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas 900,000
- Belanja Pemeliharaan Sepeda Motor  Kendaraan Dinas 1 1 1 Tahun 900,000 900,000
2. 1. 2. 3. Belanja Modal 24,395,000
2. 1. 2. 3. 27. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 3,000,000
2. 1. 2. 3. 27 05. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 3,000,000
- Belanja Pengadaan Papan Potensi Desa 1 1 1 Tahun 3,000,000 3,000,000
2. 1. 2. 3. 28. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 10,200,000
2. 1. 2. 3. 28. 04. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 2,700,000
- Belanja Pengadaan Kipas Angin 1 3 3 Tahun 900,000 2,700,000
2. 1. 2. 3. 28. 04. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya 7,500,000
- Belanja Pengadaan Televisi 1 1 1 Tahun 3,000,000 3,000,000
- Belanja Pengadaan Antena Parabola 1 1 1 Tahun 1,800,000 1,800,000
- Belanja Pengadaan Lousdpiker 1 1 1 Tahun 2,700,000 2,700,000
2. 1. 2. 3. 29. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan  Komputer 5,675,000
2. 1. 2. 3. 29 05. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 5,675,000
- Belanja Pengadaan Laptop 1 1 1 Tahun 5,675,000 5,675,000
2. 1. 2. 3. 30. Belanja Modal Peralatan & Mesin - Pengadaan Meja dan Kursi 3,400,000
Kerja/Rapat Pejabat
2. 1. 2. 3. 30. 03. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 3,400,000
- Belanja Pengadaan Kursi Hadap + Sandaran Tangan 1 2 2 Unit 1,700,000 3,400,000
2. 1. 2. 3. 31. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 2,120,000
2. 1. 2. 3. 31. 03. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual 2,120,000
- Belanja Pengadaan Kamera 1 1 1 Unit 2,120,000 2,120,000
39,141,000
Pao,  4  Pebruari  2016
Disetujui / Mengesahkan,
Pj. KEPALA DESA PELAKSANA KEGIATAN
MAKKAWARU SAINAL
ANGGARAN
RINCIAN PERHITUNGAN
VOLUME
J U M L A H ………
KODE REKENING
U R A I A N
JUMLAH
1 2
SEKRETRIS DESA
MAKKAWARU
Rencana Anggaran Biaya APB-Des Desa Pao Tahun 2016 Halaman 3 dari 20 Halaman
1. BIDANG : 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
2. KEGIATAN : 1. 3. OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
3. WAKTU PELAKSANAAN : TAHUN ANGGARAN 2016
1 2 3 4 5 6 SATU
AN
 HARGA
SATUAN
3 4 5=3x4 6 7 8 = 5 x 7
2. B E L A N J A 16,775,000
2. 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 16,775,000
2. 1. 3. OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN 16,775,000
2. 1. 3. 2 Belanja Barang & Jasa 8,980,000
2. 1. 3. 2. 01. Belanja Bahan Pakai Habis 1,500,000
2. 1. 3. 2 01. 01. Alat Tulis Kantor 1,500,000
- Biaya ATK 1 1 1 Tahun 1,500,000 1,500,000
2. 1. 3. 2. 06. Belanja Cetak dan Penggandaan 780,000
2. 1. 3. 2 06. 03. Belanja Penggandaan & Foto Copy 780,000
- Biaya penggandan & foto copy 1 1 1 Tahun 780,000 780,000
2. 1. 3. 2. 11. Belanja Makanan dan Minuman 3,200,000
2. 1. 3. 2 11. 02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,200,000
- Biaya makanan dan minuman rapat 1 1 1 Tahun 3,200,000 3,200,000
2. 1. 3. 2. 15. Belanja Perjalanan Dinas 3,500,000
2. 1. 3. 2 15. 02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Desa 3,500,000
- Biaya perjalanan dinas luar desa 1 1 1 Tahun 3,500,000 3,500,000
2. 1. 2. 3. Belanja Modal 7,795,000
2. 1. 2. 3. 29. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan  Komputer 5,675,000
2. 1. 2. 3. 29 05. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 5,675,000
- Belanja Pengadaan Laptop 1 1 1 Tahun 5,675,000 5,675,000
2. 1. 2. 3. 31. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 2,120,000
2. 1. 2. 3. 31. 03. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual 2,120,000
- Belanja Pengadaan Kamera 1 1 1 Unit 2,120,000 2,120,000
16,775,000
Pao,  4  Pebruari  2016
Disetujui / Mengesahkan,
Pj. KEPALA DESA PELAKSANA KEGIATAN
MAKKAWARU SAINAL
ANGGARAN
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
VOLUME
U R A I A N
KODE REKENING
1 2
J U M L A H ………
SEKRETRIS DESA
MAKKAWARU
Rencana Anggaran Biaya APB-Des Desa Pao Tahun 2016 Halaman 4 dari 20 Halaman
1. BIDANG : 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
2. KEGIATAN : 1. 4. PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN & ASET DESA
3. WAKTU PELAKSANAAN : TAHUN ANGGARAN 2016
1 2 3 4 5 6 SATU
AN
 HARGA
SATUAN
3 4 5=3x4 6 7 8 = 5 x 7
2. B E L A N J A 11,700,000
2. 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 11,700,000
2. 1. 4. PENATAUSAHAAN, PELAPORAN & PERT. KEU & ASET DESA 11,700,000
2. 1. 4. 2. Belanja Barang & Jasa 11,700,000
2. 1. 4. 2. 26. Honorarium 11,700,000
2. 1. 4. 1. 26. 02. Honorarium PelaksanaTeknis Pengelolaan Keuangan Desa 11,700,000
- Penanggungjawab 1 12 12 OB 350,000 4,200,000
- Koordinator 1 5 5 OB 300,000 1,500,000
- Pelaksana Kegiatan 1 12 12 OB 250,000 3,000,000
- Bendahara 1 12 12 OB 250,000 3,000,000
11,700,000
Pao,  4  Pebruari  2016
Disetujui / Mengesahkan,
Pj. KEPALA DESA PELAKSANA KEGIATAN
MAKKAWARU SAINAL
ANGGARAN
RINCIAN PERHITUNGAN
J U M L A H ………
U R A I A N
JUMLAH
VOLUME
1
KODE REKENING
SEKRETRIS DESA
MAKKAWARU
2
Rencana Anggaran Biaya APB-Des Desa Pao Tahun 2016 Halaman 5 dari 20 Halaman
1. BIDANG : 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
2. KEGIATAN : 1. 5. PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA
3. WAKTU PELAKSANAAN : TAHUN ANGGARAN 2016
1 2 3 4 5 6 SATU
AN
 HARGA
SATUAN
3 4 5=3x4 6 7 8 = 5 x 7
2. B E L A N J A 1,000,000
2. 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 1,000,000
2. 1. 5. PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA 1,000,000
2. 1. 5. 2 Belanja Barang & Jasa 1,000,000
2. 1. 5. 2. 11. Belanja Makanan dan Minuman 1,000,000
2. 1. 5. 2 11. 02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,000,000
- Biaya makanan dan minuman rapat 1 1 1 Tahun 1,000,000 1,000,000
1,000,000
Pao,  4  Pebruari  2016
Disetujui / Mengesahkan,
KEPALA DESA PELAKSANA KEGIATAN
MAKKAWARU SAINAL
1 2
ANGGARAN
RINCIAN PERHITUNGANU R A I A N
JUMLAH
J U M L A H ………
KODE REKENING
VOLUME
SEKRETRIS DESA
MAKKAWARU
Rencana Anggaran Biaya APB-Des Desa Pao Tahun 2016 Halaman 6 dari 20 Halaman
1. BIDANG : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. KEGIATAN : 2. 2. PEMBANGUNAN JALAN PEMUKIMAN
3. WAKTU PELAKSANAAN : TAHUN ANGGARAN 2016
1 2 3 4 5 6 SATU
AN
 HARGA
SATUAN
3 4 5=3x4 6 7 8 = 5 x 7
2. B E L A N J A 57,795,700
2. 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 57,795,700
2. 2. 2. PEMBANGUNAN JALAN PEMUKIMAN 57,795,700
2. 2. 2. 3. Belanja Modal 57,795,700
2. 2. 2. 3. 59. Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan - Pengadaan Jalan 57,795,700
2. 2. 2. 3. 59. 04. Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan - Pengadaan Jalan Desa 57,795,700
- Pembuatan jalan baru / Dusun Amassangan II ( 514 Meter) 1 1 1 Paket 57,795,700 57,795,700
57,795,700
Pao,  4  Pebruari  2016
Disetujui / Mengesahkan,
Pj. KEPALA DESA PELAKSANA KEGIATAN
MAKKAWARU SAINAL
SEKRETRIS DESA
MAKKAWARU
KODE REKENING
U R A I A N
ANGGARAN
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
VOLUME
1 2
J U M L A H ………
Rencana Anggaran Biaya APB-Des Desa Pao Tahun 2016 Halaman 7 dari 20 Halaman
1. BIDANG : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. KEGIATAN : 2. 2. PEMBANGUNAN JALAN PEMUKIMAN
3. WAKTU PELAKSANAAN : TAHUN ANGGARAN 2016
1 2 3 4 5 6 SATU
AN
 HARGA
SATUAN
3 4 5=3x4 6 7 8 = 5 x 7
2. B E L A N J A 487,547,000
2. 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 487,547,000
2. 2. 7. PEMBANGUNAN SANITASI LINGKUNGAN 487,547,000
2. 2. 7. 3. Belanja Modal 487,547,000
2. 2. 7. 3. 67. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Bangunan Air Kotor 487,547,000
2. 2. 7. 3. 67. 01. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor 487,547,000
- Pembangunan Drainase Dusun Amassangan I (283Meter) 1 1 1 Paket 110,795,500 110,795,500
- Pembangunan Drainase Dusun Salaka (312Meter) 1 1 1 Paket 130,257,700 130,257,700
- Pembangunan Drainase Dusun Salaka-Amassangan I (277 Meter) 1 1 1 Paket 128,562,300 128,562,300
- Pembangunan Talud Dusun Salaka-Amassangan I (22 Meter) 1 1 1 Paket 74,256,200 74,256,200
- Pembangunan Drainase Amassangan 2 (107 Meter) 1 1 1 Paket 43,675,300 43,675,300
487,547,000
Pao,  4  Pebruari  2016
Disetujui / Mengesahkan,
Pj. KEPALA DESA PELAKSANA KEGIATAN
MAKKAWARU SAINAL
ANGGARAN
RINCIAN PERHITUNGAN
1 2
VOLUME
J U M L A H ………
SEKRETRIS DESA
MAKKAWARU
JUMLAH
KODE REKENING
U R A I A N
Rencana Anggaran Biaya APB-Des Desa Pao Tahun 2016 Halaman 8 dari 20 Halaman
1. BIDANG : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. KEGIATAN : 2. 8. PELAYANAN KESEHATAN DESA (POSYANDU)
3. WAKTU PELAKSANAAN : TAHUN ANGGARAN 2016
1 2 3 4 5 6 SATUAN
 HARGA
SATUAN
3 4 5=3x4 6 7 8 = 5 x 7
2. B E L A N J A 6,500,000
2. 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 6,500,000
2. 2. 8. PELAYANAN KESEHATAN DESA (POSYANDU) 6,500,000
2. 2. 8. 3. Belanja Modal 6,500,000
2. 2. 8. 3. 49. Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan 6,500,000
Gedung Tempat Kerja
2. 2. 8. 3. 49. 06. Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Kesehatan 6,500,000
- Pemeliharaan Posyandu (Dusun Amassangan I) 1 1 1 Tahun 6,500,000 6,500,000
6,500,000
Pao,  4  Pebruari  2016
Disetujui / Mengesahkan,
Pj. KEPALA DESA PELAKSANA KEGIATAN
MAKKAWARU SAINAL
1 2
J U M L A H ………
KODE REKENING
U R A I A N
SEKRETRIS DESA
MAKKAWARU
ANGGARAN
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
VOLUME
Rencana Anggaran Biaya APB-Des Desa Pao Tahun 2016 Halaman 9 dari 20 Halaman
1. BIDANG : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. KEGIATAN : 2. 10. PELAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
3. WAKTU PELAKSANAAN : TAHUN ANGGARAN 2016
1 2 3 4 5 6 SATUAN
 HARGA
SATUAN
3 4 5=3x4 6 7 8 = 5 x 7
2. B E L A N J A 57,276,400
2. 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 57,276,400
2. 2. 10. PELAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 57,276,400
2. 2. 10. 2. Belanja Modal 57,276,400
2. 2. 10. 2. 49. Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 57,276,400
Gedung Tempat Kerja
2. 2. 10. 2. 49. 10. Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung 57,276,400
Tempat Pendidikan
- Belanja Pembangunan Pagar TK Amassangan 1 1 1 Tahun 57,276,400 57,276,400
57,276,400
Pao,  4  Pebruari  2016
Disetujui / Mengesahkan,
Pj. KEPALA DESA PELAKSANA KEGIATAN
MAKKAWARU SAINAL
SEKRETRIS DESA
MAKKAWARU
KODE REKENING
U R A I A N
ANGGARAN
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
VOLUME
1 2
J U M L A H ………
Rencana Anggaran Biaya APB-Des Desa Pao Tahun 2016 Halaman 10 dari 20 Halaman
1. BIDANG : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. KEGIATAN : 2. 14. PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN BUMDesa
3. WAKTU PELAKSANAAN : TAHUN ANGGARAN 2016
1 2 3 4 5 6 SATUAN
 HARGA
SATUAN
3 4 5=3x4 6 7 8 = 5 x 7
2. B E L A N J A 5,000,000
2. 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 5,000,000
2. 2. 14. PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN BUMDesa 5,000,000
2. 2. 14. 2. Belanja Barang dan Jasa 5,000,000
2. 2. 14. 2. 27. Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 5,000,000
2. 2. 14. 2. 27. 02. Uang Untuk Diberikan kepada Pihak ketiga 5,000,000
- Pembentukan Bumdes 1 1 1 Tahun 600,000 600,000
- Pengembangan dan Pelatihan Pengurus BUMDesa 1 1 1 Tahun 4,400,000 4,400,000
5,000,000
Pao,  4  Pebruari  2016
Disetujui / Mengesahkan,
Pj. KEPALA DESA PELAKSANA KEGIATAN
MAKKAWARU SAINAL
SEKRETRIS DESA
MAKKAWARU
KODE REKENING
U R A I A N
ANGGARAN
RINCIAN PERHITUNGAN
J U M L A H ………
JUMLAH
VOLUME
1 2
Rencana Anggaran Biaya APB-Des Desa Pao Tahun 2016 Halaman 11 dari 20 Halaman
1. BIDANG : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. KEGIATAN : 2. 36. PEMBANGUNAN JEMBATAN
3. WAKTU PELAKSANAAN : TAHUN ANGGARAN 2016
1 2 3 4 5 6 SATU
AN
 HARGA
SATUAN
3 4 5=3x4 6 7 8 = 5 x 7
2. B E L A N J A 58,145,300
2. 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 58,145,300
2. 2. 36. PEMBANGUNAN JEMBATAN 58,145,300
2. 2. 36. 3. Belanja Modal 58,145,300
2. 2. 36. 3. 60. Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan - Pengadaan Jembatan 58,145,300
2. 2. 36. 3. 60. 02. Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa 58,145,300
- Pengadaan Plat Duikier 58,145,300
- Plat Duikier Amassangan II (P 5 X L 0,70 X T 1) 1 2 2 Buah 18,903,300 37,806,600
- Plat Duikier Salaka  (P 7 X L 1,5  X T 0,70) 1 1 1 Buah 20,338,700 20,338,700
58,145,300
Pao,  4  Pebruari  2016
Disetujui / Mengesahkan,
KEPALA DESA PELAKSANA KEGIATAN
MAKKAWARU SAINAL
JUMLAH
1 2
KODE REKENING
U R A I A N RINCIAN PERHITUNGAN
VOLUME
SEKRETRIS DESA
MAKKAWARU
J U M L A H ………
ANGGARAN
Rencana Anggaran Biaya APB-Des Desa Pao Tahun 2016 Halaman 12 dari 20 Halaman
1. BIDANG : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
2. KEGIATAN : 3. 1. PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
3. WAKTU PELAKSANAAN : TAHUN ANGGARAN 2016
1 2 3 4 5 6 SATU
AN
 HARGA
SATUAN
3 4 5=3x4 6 7 8 = 5 x 7
2. B E L A N J A 17,400,000
2. 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 17,400,000
2. 3. 1. PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN 17,400,000
2. 3. 1. 2. Belanja Barang & Jasa 17,400,000
2. 3. 1. 2. 26. Honorarium 17,400,000
2. 3. 1. 2. 26. 05. Honorarium KPMD 1,800,000
- Honorarium KPMD 1 12 12 OB 150,000 1,800,000
2. 3. 1. 2. 26. 06. Honorarium Kader Pos Yandu 12,000,000
- Honorarium Kader Posyandu 10 12 120 OB 100,000 12,000,000
2. 3. 1. 2. 26. 07. Honorarium Kader Desa Siaga 3,600,000
- Honorarium Kader Desa Siaga 2 12 24 OB 150,000 3,600,000
17,400,000
Pao,  4  Pebruari  2016
Disetujui / Mengesahkan,
Pj. KEPALA DESA PELAKSANA KEGIATAN
MAKKAWARU SAINAL
ANGGARAN
RINCIAN PERHITUNGAN
2
JUMLAH
KODE REKENING
U R A I A N
VOLUME
1
J U M L A H ………
SEKRETRIS DESA
MAKKAWARU
Rencana Anggaran Biaya APB-Des Desa Pao Tahun 2016 Halaman 13 dari 20 Halaman
1. BIDANG : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
2. KEGIATAN : 3. 3. PEMBINAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
3. WAKTU PELAKSANAAN : TAHUN ANGGARAN 2016
1 2 3 4 5 6 SATU
AN
 HARGA
SATUAN
3 4 5=3x4 6 7 8 = 5 x 7
2. B E L A N J A 9,000,000
2. 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 9,000,000
2. 3. 3. PEMBINAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA 9,000,000
2. 3. 3. 2. Belanja Barang & Jasa 9,000,000
2. 3. 3. 2. 27. Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 9,000,000
2. 3. 3. 2. 27. 01. Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat 9,000,000
- Operasional Keagamaan - 9,000,000
9,000,000
Pao,  4  Pebruari  2016
Disetujui / Mengesahkan,
Pj. KEPALA DESA PELAKSANA KEGIATAN
MAKKAWARU SAINAL
KODE REKENING
U R A I A N
ANGGARAN
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
VOLUME
1 2
J U M L A H ………
SEKRETRIS DESA
MAKKAWARU
Rencana Anggaran Biaya APB-Des Desa Pao Tahun 2016 Halaman 14 dari 20 Halaman
1. BIDANG : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
2. KEGIATAN : 3. 4. PENGADAAN SARANA DAN PARASARANA OLAH RAGA
3. WAKTU PELAKSANAAN : TAHUN ANGGARAN 2016
1 2 3 4 5 6 SATU
AN
 HARGA
SATUAN
3 4 5=3x4 6 7 8 = 5 x 7
2. B E L A N J A 8,950,000
2. 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 8,950,000
2. 3. 4. PENGADAAN SARANA DAN PARASARANA OLAH RAGA 8,950,000
2. 3. 4. 2. Belanja Barang & Jasa 8,950,000
2. 3. 4. 2. 20. Belanja Barang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 8,950,000
2. 3. 4. 2. 20. 01. Belanja Barang Untuk Diberikan kepada Masyarakat 8,950,000
-. Dana Pemberdayaan Pemuda 8,950,000
8,950,000
Pao,  4  Pebruari  2016
Disetujui / Mengesahkan,
Pj. KEPALA DESA PELAKSANA KEGIATAN
MAKKAWARU SAINAL
SEKRETRIS DESA
MAKKAWARU
ANGGARAN
RINCIAN PERHITUNGAN
1 2
J U M L A H ………
KODE REKENING
U R A I A N
JUMLAH
VOLUME
Rencana Anggaran Biaya APB-Des Desa Pao Tahun 2016 Halaman 15 dari 20 Halaman
1. BIDANG : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
2. KEGIATAN : 3. 7. PEMBINAAN PKK DESA
3. WAKTU PELAKSANAAN : TAHUN ANGGARAN 2016
1 2 3 4 5 6 SATU
AN
 HARGA
SATUAN
3 4 5=3x4 6 7 8 = 5 x 7
2. B E L A N J A 3,000,000
2. 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 3,000,000
2. 3. 7. PEMBINAAN PKK DESA 3,000,000
2. 3. 7. 2. Belanja Barang & Jasa 3,000,000
2. 3. 7. 2. 27. Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 3,000,000
2. 3. 7. 2. 27. 01. Uang Untuk Diberikan kepada Masyarakat 3,000,000
- Dana Pemberdayaan  PKK Desa 3,000,000
3,000,000
Pao,  4  Pebruari  2016
Disetujui / Mengesahkan,
Pj. KEPALA DESA PELAKSANA KEGIATAN
MAKKAWARU SAINAL
SEKRETARIS DESA
MAKKAWARU
KODE REKENING
U R A I A N
ANGGARAN
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
VOLUME
1 2
J U M L A H ………
Rencana Anggaran Biaya APB-Des Desa Pao Tahun 2016 Halaman 16 dari 20 Halaman
1. BIDANG : 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2. KEGIATAN : 4. 3. PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN APARAT DESA DAN BPD
3. WAKTU PELAKSANAAN : TAHUN ANGGARAN 2016
1 2 3 4 5 6 SATU
AN
 HARGA
SATUAN
3 4 5=3x4 6 7 8 = 5 x 7
2. B E L A N J A 10,000,000
2. 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 10,000,000
2. 4. 3. PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN APARAT DESA DAN BPD 10,000,000
2. 4. 3. 2. Belanja Barang & Jasa 10,000,000
2. 4. 3. 2. 15. Belanja Perjalanan Dinas 5,000,000
2. 4. 3. 2 15. 02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Desa 1 1 1 Tahun 5,000,000 5,000,000
2. 4. 3. 2. 23. Belanja Kursus, Pelatihan, sosialisasi dan Bimtek 5,000,000
2. 4. 3. 2. 23. 01. Belanja Kursus-kursus Singkat / Pelatihan 1 1 1 Tahun 5,000,000 5,000,000
10,000,000
Pao,  4  Pebruari  2016
Disetujui / Mengesahkan,
Pj. KEPALA DESA PELAKSANA KEGIATAN
MAKKAWARU SAINAL
SEKRETARIS DESA
MAKKAWARU
J U M L A H ………
JUMLAH
ANGGARAN
U R A I A N
VOLUME
KODE REKENING
RINCIAN PERHITUNGAN
1 2
Rencana Anggaran Biaya APB-Des Desa Pao Tahun 2016 Halaman 17 dari 20 Halaman
1. BIDANG : 5. BIDANG TAK TERDUGA
2. KEGIATAN : 5. 1. KEGIATAN BELANJA TAK TERDUGA
3. WAKTU PELAKSANAAN : TAHUN ANGGARAN 2016
1 2 3 4 5 6 SATU
AN
 HARGA
SATUAN
3 4 5=3x4 6 7 8 = 5 x 7
2. B E L A N J A 1,079,683
2. 5. BIDANG TAK TERDUGA 1,079,683
2. 5. 1. KEGIATAN BELANJA TAK TERDUGA 1,079,683
2. 5. 1. 4. Belanja Tak Terduga 1,079,683
2. 5. 1. 4. 01. Belanja Tak Terduga
1,079,683
2. 5. 1. 4. 01. 01. Belanja Tak Terduga
1. Pengeluaran Tak Terduga 1 1 1 Tahun 1,079,683 1,079,683
untuk Belanja Keadaan Darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa
dan lain-lain yang dapat dibebankan pada Belanja Tak Terduga
sesuai peraturan perundang-undangan
1,079,683
Pao,  4  Pebruari  2016
Disetujui / Mengesahkan,
Pj. KEPALA DESA PELAKSANA KEGIATAN
MAKKAWARU SAINAL
SEKRETARIS DESA
MAKKAWARU
KODE REKENING
U R A I A N
ANGGARAN
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
VOLUME
1 2
J U M L A H ………
Rencana Anggaran Biaya APB-Des Desa Pao Tahun 2016 Halaman 18 dari 20 Halaman
PROGRAM : - NON BIDANG / PENERIMAAN PEMBIAYAAN
KEGIATAN : - - NON KEGIATAN / PENERIMAAN PEMBIAYAAN
1 2 3 4 5 6 SATU
AN
 HARGA
SATUAN
3 4 5=3x4 6 7 8 = 5 x 7
3. P E M B I A Y A A N 1,562,543
3. 1, PENERIMAAN PEMBIAYAAN 1,562,543
3. 1. 1. SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA) 1,562,543
TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA
3. 1. 1. 1. SiLPA Pendapatan -
- SilPA Pendapatan 1 1 1 Tahun - -
3. 1. 1. 1. SiLPA Belanja 1,562,543
- SilPA Belanja Murni 1 1 1 Tahun 1,562,543 1,562,543
- SilPA Belanja Hadapan 1 1 1 Tahun - -
3. 1. 2. PENCAIRAN DANA CADANGAN -
3. 1. 3. HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DESA YANG DIPISAHKAN -
1,562,543
Pao,  4  Pebruari  2016
Disetujui / Mengesahkan,
Pj. KEPALA DESA PELAKSANA KEGIATAN
MAKKAWARU SAINAL
RINCIAN PERHITUNGAN
ANGGARAN
SEKRETARIS DESA
MAKKAWARU
1 2
KODE REKENING
U R A I A N
VOLUME
J U M L A H ………
JUMLAH
Rencana Anggaran Biaya APB-Des Desa Pao Tahun 2016 Halaman 19 dari 20 Halaman
PROGRAM : - NON BIDANG / PENGELUARAN PEMBIAYAAN
KEGIATAN : - - NON KEGIATAN / PENGELUARAN PEMBIAYAAN
1 2 3 4 5 6 SATU
AN
 HARGA
SATUAN
3 4 5=3x4 6 7 8 = 5 x 7
3. P E M B I A Y A A N -
3. 2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN -
3. 2. 1. PEMBENTUKAN DANA CADANGAN -
3. 2. 2. PENYERTAAN MODAL DESA -
-
Pao,  4  Pebruari  2016
Disetujui / Mengesahkan,
Pj. KEPALA DESA PELAKSANA KEGIATAN
MAKKAWARU SAINAL
1 2
ANGGARAN
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
VOLUME
KODE REKENING
U R A I A N
SEKRETARIS DESA
MAKKAWARU
J U M L A H ………
Rencana Anggaran Biaya APB-Des Desa Pao Tahun 2016 Halaman 20 dari 20 Halaman
